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ABSTRAK 

Barokatul Azkiyah, 2023 : Peran DPD Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam 

Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Partai Politik. 

 

Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, Masyarakat. 

 Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, oleh 

karena itu pada masa sekarang masih banyak masyarakat yang buta akan pendidikan 

politik, mereka berpikir bahwa perpolitikan di Indonesia  hanya mengurusi persoalan-

persoalan elit-elit tertentu  yang dianggap hanya mementingkan kepentingan sendiri 

dibandingkan kepentingan masyarakat dan negara, sehingga masyarakat mudah 

dibohongi pada saat pemilu, yang mana mereka hanya ikut-ikutan saja tanpa 

mengetahui visi-misi dari pasangan calon dalam menyampaikan orientasinya untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat kedepannya.  

 Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Peran DPD  Partai Golkar 

dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Jember berdasarkan Ketentuan UU 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik? 2. Apa saja kendala-kendala dari 

pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD partai Golkar di Kabupaten 

Jember? 3. Bagaimana solusi dari DPD partai golkar dalam menghadapi kendala- 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Jember?  

            Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peranan DPD partai 

golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik. 2. Untuk mengetahui  kendala-kendala 

dari pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. 3. Untuk Mengetahui solusi dari DPD 

partai golkar dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik 

di Kabupaten Jember.  

            Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu untuk 

mengkaji peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia apakah realita di 

lapangan dapat berjalan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan penelitian 

menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.  

  Hasil penelitian adalah : 1. Bahwa DPD partai golkar di Kabupaten Jember telah 

melaksanakan  pendidikan politik yang berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Partai Politik yang mana dalam melaksanakan kegiatan tersebut 

melibatkan pengurus partai golkar, tokoh masyarakat, kader partai golkar dan juga 

masyarakat dengan memberikan program kegiatan pendidikan politik konsolidasi 

organisasi, karakterdes didalamnya ada kegiatan talk show dan juga pelatihan bakat 

minat, pendidikan politik perempuan, dan juga majelis pengajian. 2. Kendala-kendala 

pendidikan politik yaitu: sikap malas, masyarakat yang datang masih belum paham 

terhadap esensi dari pendidikan politik, kurang kepedulian masyarakat terhadap politik 

dan juga kurangnya anggaran dan biaya dalam pelaksanaan pendidikan politik. 3. Solusi 

dari menghadapi kendala tersebut yaitu pendekatan sosial, memberikan metode-metode 

penyampaian materi kemudian diskusi bersama antara pengurus dan masyarakat, 

memberikan konsultasi permasalahan dan ruang bicara, dan  pemerintah memberikan 

dana sesuai dengan program kerja.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Politik pada dasarnya adalah suatu fenomena yang memiliki 

keterkaitan dengan manusia, yang mana dalam kodrat hidupnya tidak akan 

jauh dari kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang 

mempunyai pikiran dan akal yang memiliki kegunaan untuk menciptakan 

sebuah karya untuk membangun kebudayaan dan peradaban di muka bumi. 

Dengan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia harus 

digunakan sebaik mungkin, guna kemampuan tersebut dapat merubah 

peradaban dunia agar kedepannya lebih baik, yang didasarkan kesadaran dari 

manusia untuk menggali potensi dan kemampuannya agar dapat bermanfaat 

bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, perubahan  tersebut diperlukannya 

suatu kebijakan dan perencanaan. Dalam kebijakan dan perencanaan tersebut 

dapat dijalankan oleh seorang pemimpin, untuk dapat memperoleh kekuasaan 

tersebut maka diperlukan kita sebagai makhluk sosial untuk ikut serta dalam 

ranah politik.
1
 

Partai politik memiliki peranan penting bagi negara Indonesia karena 

sebagai pemersatu bangsa terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat, 

dalam hal ini partai politik berperan penting sebagai sarana bagi masyarakat 

untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara Indonesia. 

Dalam hal tersebut di dalam negara memberikan pandangan  apabila baiknya 

                                                           
1
 Abdulkadir B.Nambo dan Muhammad Rusdianto Puluhulawa, “Memahami Tentang 

Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)”, Jurnal Politik 21, No. 2 (April-Juni 

2005) : 262, https://doi.org/10.29313/mimbar/.v21i2.177. 

https://doi.org/10.29313/mimbar/.v21i2.177
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suatu partai politik maka dapat dikatakan baik pula demokrasi yang 

diselenggarakan oleh negara, begitu pula sebaliknya apabila dalam partai 

politik terdapat banyak permasalahan maka demokrasi di negara juga terdapat 

banyak perbincangan proses politik yang harus diperbaiki.
2
 

Pada masa sekarang masih banyak masyarakat yang masih buta 

terhadap pendidikan politik, sehingga masyarakat berfikir bahwasannya 

politik di Indonesia hanya mengurusi persoalan pemerintah dan golongan elit-

elit tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari sikap apatis 

masyarakat yang mudah dibohongi pada saat pemilu, banyak masyarakat yang 

hanya ikut-ikutan saja tanpa mereka mengetahui terhadap visi dan misi dari 

para pasangan calon yang menyampaikan orientasinya. Dengan hal tersebut 

membuktikan bahwa perlunya kegiatan pendidikan politik bagi warga negara 

Indonesia, hal tersebut bukan berarti harus masuk ke dalam salah satu partai 

politik. Dengan mereka belajar terkait pendidikan politik maka akan 

menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mengetahui hak dan kewajibannya 

agar sadar perannya sebagai masyarakat Indonesia. 

Pendidikan dan politik merupakan unsur yang penting bagi sistem 

sosial politik bagi negara ini, baik negara berkembang maupun negara maju, 

keduanya saling berkaitan dalam proses pembentukan karakteristik 

masyarakat dalam suatu negara dikarenakan saling mengisi dan menunjang 

bagi kehidupan sehari-hari. Kesuksesan itu berawal dan diakhiri dengan 

pendidikan, dimana sukses dalam politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. 

                                                           
2
 Rika Ramadhanti, “Partai Politik Dan Demokrasi”. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi 

Daerah 3, Vol.16 (September 2021) : 251, https://doi:10.33373/jtp.v2i1.1242. 

https://doi:10.33373/jtp.v2i1.1242
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Kesuksesan tanpa adanya pendidikan hanyalah khayalan semata, oleh karena 

itu betapa pentingnya pendidikan khususnya pada pendidikan politik di negara 

Indonesia. Dalam hal ini lembaga-lembaga dan proses pendidikan sangat 

berperan penting pada pola perilaku politik masyarakat di negara Indonesia, 

dengan pentingnya pendidikan tersebut menjadi salah satu peranan penting 

dari partai golongan karya di Kabupaten Jember yaitu dalam melaksanakan 

pendidikan politik bagi masyarakat sekitar agar dapat berpartisipasi untuk 

kemajuan bangsa Indonesia.  

Pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan 

pembelajaran, keterampilan, pengetahuan dan juga kebiasaan sekelompok 

orang yang kemudian diturunkan kembali pada generasi selanjutnya melalui 

penelitian, pengajaran dan juga pelatihan, pendidikan tersebut sering terjadi 

atas bimbingan dari orang lain yang memiliki keahliannya dan juga 

pendidikan dapat diperoleh secara autodidak. Menurut pendapat Kartono 

menjelaskan terkait pendidikan politik yaitu suatu bentuk pendidikan bagi 

orang dewasa yang pelaksanaan dari pendidikan tersebut diberikan kepada 

generasi penerus bangsa Indonesia, dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

menyiapkan para kader-kader politik untuk ikut berpartisipasi dalam 

berkompetisi dalam ranah politik dan juga dapat menyelesaikan perjuangan 

politik agar dapat menang untuk mewujudkan cita-cita kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi negara.
3
  

                                                           
3
 Djoko Sumanto dan Amelia Haryanti, Pendidikan Politik : ( Tangerang Selatan: Unpam, 

2021), 20. 
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Pendidikan dan juga politik memiliki keterkaitan yang erat 

dikarenakan apabila berpolitik tanpa adanya pendidikan akan bersifat absurd, 

dan begitu pula sebaliknya pendidikan tanpa ada campur tangan politik maka 

tidak akan terarah. Dalam hal ini proses pendidikan dan lembaga-lembaga 

pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk tingkah laku politik 

untuk membawa kesejahteraan bagi negara dan masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008,
4
 Tentang Partai Politik dalam Pasal 1 

Ayat 4 tentang fungsi dari partai politik itu sendiri yaitu tentang pendidikan 

politik.  Partai politik mempunyai tanggung jawab besar terhadap masyarakat 

untuk dapat memberikan pendidikan politik agar kedepannya masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam ranah politik. 

Menurut penulis, partai golkar di Kabupaten Jember memiliki peranan 

penting dalam pelaksanaan pendidikan politik guna mewujudkan 

pembangunan masyarakat bagi masyarakat yang sadar terhadap partisipasinya 

dalam partai politik dalam suatu negara. Dalam hal ini diharapkan masyarakat 

di Kabupaten Jember dapat berpartisipasi terus-menerus dalam program kerja 

sampai pada evaluasi dari partai golkar tersebut, bukan hanya berpartisipasi 

pada saat menjelang demokrasi atau pada pemilihan. Pelaksanaan pendidikan 

politik juga harus berlangsung secara terus-menerus agar masyarakat dan 

partai politik memiliki hubungan baik untuk sama-sama mewujudkan cita-cita 

bangsa agar menjadi negara yang sejahtera dan makmur. 

                                                           
4
 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,  pasal 1 ayat  (5). 
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Pendidikan politik memiliki fungsi sebagai pemikiran moral dan 

ekonomi yang harus dapat diimplementasikan kepada masyarakat oleh partai 

politik sebagai wadah dalam lembaga pendidikan dibidang politik. Dengan 

adanya pendidikan politik tersebut akan menyiapkan generasi-generasi muda 

penerus bangsa untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menjalankan hak dan 

kewajibannya dalam pergulatan sosial dalam kehidupan sehingga generasi 

muda akan paham terkait ideologi politik yang disekitarnya sehingga 

kedepannya dapat membela dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. 
5
 

Partai golongan karya adalah salah satu partai yang ada di wilayah 

Kabupaten Jember, partai golkar pertama kali berdiri pada tanggal 20 Oktober 

1964. Partai golkar (Golongan Karya) merupakan partai besar yang memiliki 

kekuatan yang yang berpengaruh bagi kemajuan bangsa Indonesia. Seorang 

tokoh yang bernama Muhammad Jusuf Kalla merupakan  salah satu pejabat 

negara yang berasal partai politik golkar  beliau pernah menjadi Wakil 

Presiden di Indonesia selama 2 periode berturut-turut, beliau dalam 

kepemimpinannya memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian masalah yang 

ada di negara Indonesia. Jusuf Kalla pernah menjadi Ketua Umum Golongan 

Karya untuk menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 - Oktober 

2009. Tujuan dari partai golkar tersendiri yaitu untuk dapat mengamankan, 

mempertahankan dan mengamalkan apa yang ada dalam pancasila maupun 

UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata secara 

                                                           
5
 Elisabeth Sitepu,”Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang 

Berkarakter Terhadap Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Research Sains 2, No. 2 (Januari 2016) : 5, 

https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6617. 
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spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 

rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan 

menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia. 
6
 

Tabel 1.1 

Data Kursi DPRD Kabupaten Jember 2019-2024 

NO Partai Politik Jumlah Kursi 

1 PKB 8 

2 Gerindra 7 

3  PDI-P  7 

4 Golkar 2 

5 Berkarya 1 

6 PKS 6 

7 Perindo 2 

8 PPP 5 

9 PAN 2 

10 Demokrat 2 

11 NasDem 8 

 Jumlah 50 

 

Dari data kursi DPRD di Kabupaten Jember dijelaskan bahwa dari 11 

partai politik yang berlomba-lomba dalam pemilu pada 2019-2024, partai 

politik golkar mendapatkan  2 kursi  di DPRD Jember. Partai golkar memang 

masih dikatakan rendah dalam menduduki kursi DPRD dibandingkan dengan 

partai-partai lainya seperti gerindra, PDIP, PKB, PKS, PPP, dan NasDem. 

Dalam hal tersebut tidak membuat partai golkar lengah dan lalai akan 

tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat 

Jember. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik bukan hanya 

                                                           
6
 “Tugas dan fungsi-partai”, Partai Golkar, diakses 29 October, 2022, 

https://www.partaigolkar.com/tugas-dan-fungsi/. 
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untuk memberantas minimnya minat dan partisipasi masyarakat saja tentang 

perkembangan politik yang ada di Indonesia, akan tetapi adanya pendidikan 

politik bertujuan untuk menuntut para kader partai untuk dapat 

menggembangkan potensi-potensi yang dimiliki guna membangun generasi 

kader yang berkualitas yang kelak mampu berkomunikasi dengan masyarakat 

dan mensejahterakan masyarakat.  

Dengan adanya pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 2 tahun lagi, 

partai-partai di seluruh Indonesia mulai berlomba-lomba dalam mengambil 

hati masyarakat dan memberikan pengetahuan tentang politik agar nantinya 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara. Oleh karena itu DPD partai golkar di Kabupaten 

Jember memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar dalam pelaksanaan 

pendidikan politik untuk dapat ada menumbuhkan partisipasi masyarakat serta 

menumbuhkan  kurangnya kesadaran pendidikan politik dikalangan 

masyarakat dan juga harus ada kerja sama pengurus partai golkar dan 

masyarakat untuk mewujudkan negara maju untuk kedepannya, dengan 

adanya hal tersebut maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan 

judul “PERAN DPD PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN JEMBER 

DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN 

KETENTUAN UU  2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah diuraikan oleh peneliti, 

maka ditetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peran DPD partai golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik 

di Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 

tentang partai politik? 

2. Apa saja kendala-kendala DPD partai golkar dalam pelaksanaan 

pendidikan politik di Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan UU Nomor 

2 Tahun 2011 tentang partai politik ? 

3. Bagaimana solusi dari DPD partai golkar dalam menghadapi kendala- 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui tentang peran DPD partai golkar dalam 

pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Jember berdasarkan 

ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik 

2. Untuk dapat mengetahui apa saja kendala-kendala DPD partai golkar 

dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Jember 

3. Untuk dapat Mengetahui solusi dari DPD partai golkar dalam menghadapi 

kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten 

Jember? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Peran DPD Partai Golkar Di Kabupaten 

Jember Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik” dengan adanya penelitian terkait  
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Peran DPD Partai Golkar dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik diharapkan 

dapat memberikan ruang yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi di 

berbagai ranah seperti politik, pendidikan, hukum dan masih banyak lagi. 

Pada setiap pembahasan ataupun penelitian dalam suatu permasalahan yang 

dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna 

dan bermanfaat bagi para pihak pembaca yang tertarik dan memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya manfaat dari 

penelitian tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi teori 

terkait Peran DPD Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam 

Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Partai Politik.  

b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi oleh 

pemerintah maupun masyarakat terkait Peran DPD Partai Golkar Di 

Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan 

Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

penelitian bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat menambah 

pengetahuan terkait Peran DPD Partai Golkar Di Kabupaten Jember 

Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Dalam penelitian ini harapannya mahasiswa agar dapat 

memperdalam ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan teori 

peran DPD partai golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik pada 

masyarakat di lingkungan kita karena pentingnya paham dan bisa ikut 

serta dalam perpolitikan di Indonesia. Selain itu, dapat menjadi sarana 

untuk meningkatkan wawasan sebagai acuan belajar kita di masa yang 

akan datang tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat 

maupun generasi muda.  

b. Bagi Akademisi 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat 

menambah wawasan, referensi dan  pengetahuan tentang peran partai 

golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik. 

c. Bagi Masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

pada masyarakat agar kedepannya dapat ikut berpartisipasi dalam ranah 

politik dan dalam hal ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran 

betapa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi  pemerintah 

apabila ingin melakukan suatu pembaharuan atau membuat kebijakan 
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sesuai dengan aturan yang ada dan kemaslahatan bersama untuk negara 

dan masyarakat. 

e. Bagi Organisasi Partai Politik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

masukkan bagi partai politik untuk kedepannya memprioritaskan 

politik, sebagai acuan dari tujuan utama dalam pelaksanaan politik bagi 

kepentingan negara dan masyarakat. 

E. Definisi Istilah  

1. Peran  

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu aspek yang 

bersifat dinamis pada status (kedudukan), dalam hal tersebut berarti 

apabila seseorang melaksanakan akan hak dan suatu kewajiban dengan 

mempunyai tanggung jawab yang sesuai porsi, maka dari itu sudah dapat 

dikatakan telah menjalankan akan peranannya.7 

2. Partai Politik 

Partai politik menurut Carl J.Friedrich yaitu sekumpulan manusia 

yang terorganisir secara stabil yan mempunyai tujuan untuk 

mempertahankan atau merebut penguasaan terhadap pemerintah bagi para 

pemimpin partainya dan dengan ini penguasa dapat memberikan manfaat 

kepada anggotanya yang bersifat idiil dan materiil.
8
 Partai politik dalam 

                                                           
 

7
 Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal Dalam Memanage Informasi Untuk 

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", Jurnal Komunikasi, Media 

dan Informatika 6, No. 1 ( April 2017) : 32, 

https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/987/582.
 

8
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 404. 
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arti umum yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang mana anggota-

anggotanya memiliki nilai-nilai, orientasi, dan juga memiliki cita-cita yang 

sama untuk kemajuan bangsa.  

3. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik merupakan suatu hak, kewajiban dan juga 

tanggung jawab setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara untuk mendapatkan suatu proses pemahaman dan pembelajaran 

yang penting untuk dapat diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan 

aturan-aturan hukum yang berlaku.
9
 Dalam hal tersebut bahwa dengan 

adanya pendidikan politik akan membantu masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya dalam kehidupan sehari-

hari di negara Indonesia. 

Menurut pendapat Ruslan pendidikan politik adalah suatu upaya-

upaya yang mana diselenggarakan oleh berbagai lembaga-lembaga 

pendidikan, baik dalam lembaga formal maupun lembaga nonformal, yang 

memiliki tugas untuk dapat menumbuhkan dan membentuk kepribadian 

politik yang sejalan dengan kultur politik yang mana orang-orang yang 

bergerak pada lembaga-lembaga yang menjalankan kegiatan pendidikan 

politik tersebut.  Pada setiap warga negara, dalam hal ini warga negara 

agar dapat sadar dan mampu berpartisipasi politik secara aktif dan juga 

                                                           
9
 Setneg RI, UU No. 2 tahun 2011, pasal 1 ayat (4).  
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ikut memecahkan persoalan-persoalan umum yang ada di masyarakat 

untuk mengantarkan pada perubahan negara yang lebih baik.10 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan (Skripsi) adalah suatu garis besar ataupun 

tatanan urutan (struktur) sistem guna dapat memberikan pemahaman 

gambaran secara umum terkait penulisan skripsi yang jelas dan lebih rinci. 

Dalam hal tersebut peneliti mengajukan beberapa garis besar terkait isi, 

sehingga kedepannya dapat mempermudah dalam mengetahui isi dari 

keseluruhan skripsi yang diteliti oleh penulis. Dalam sistem pembahasan 

terbagi menjadi 5 bab yang dari masing-masing ada beberapa sub yang 

ditunjukkan untuk dapat mempermudah dari awal hingga penutup dalam 

sebuah penelitian yang diteliti. Adapun sistematika dari pembahasan sebagai 

berikut. 
11

 

Bab 1: Pendahuluan  

Pada bagian awal penelitian akan dideskripsikan terkait latar belakang 

masalah dari penelitian, rumusan-rumusan masalah dari penelitian, tujuan 

adanya penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah, metode penelitian 

dan yang selanjutnya yaitu sistematika pembahasan 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bagian tinjauan pustaka membahas terkait sumber referensi 

gagasan dan pandangan sebelumnya dari para peneliti lain dalam rangka 

                                                           
10

 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 

11.
 

11
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq  Jember Press, 2022), 71. 
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memperkaya pola pengetahuan peneliti untuk mengupas permasalahan “Peran 

DPD Partai Golkar di Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Politik Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik”. 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada metode penelitian ini menjelaskan terkait jenis dan pendekatan 

penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV : Penyajian Data 

Penyajian data ini meliputi isi dari pembahasan terkait Peran DPD 

Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik 

Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 

Bab V : Penutup 

Pada bagian akhir yakni penutup akan memaparkan kesimpulan dan 

saran sesuai dengan pembahasan yang diambil oleh peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada penelitian terdahulu untuk dapat menghindari akan terjadi suatu 

plagiasi, duplikasi ataupun suatu objek yang sama dengan karya orang lain 

maka dari itu perlu dilakukannya suatu kajian-kajian pada karya-karya peneliti 

yang sebelumnya yang mempunyai keterkaitan judul dengan penelitian yang 

sedang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa 

sumber-sumber terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan skripsi penulis, 

yaitu :12 

1. Skripsi yang ditulis oleh  Muhammad Hafizd 2020, Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Pendidikan Politik Oleh 

Dewan Pemimpin Daerah II Partai Golkar Muba Pada Masyarakat 

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019”. Skripsi ini 

membahas terkait dengan pendidikan politik dan juga faktor mengenai  

hambatan-hambatan dari pelaksanaan pendidikan partai golkar di 

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2019. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data 

yang mana berbentuk data, skema, kalimat dan juga gambar.  

Kesimpulan yang didapat dari skripsi Muhammad Hafizd yaitu tentang 

pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dewan Pemimpin Daerah 

                                                           
12

 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,1898), 9.  
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II Partai Golkar Muba yang menggunakan berbagai strategi dan metode-

metode yang diikuti oleh masyarakat kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan lancar, baik dan terlaksana sesuai dengan harapan, namun dalam 

pelaksanaan pendidikan politik tersebut memiliki hambatan seperti masih 

banyak masyarakat bersifat apatis dan juga minimnya biaya anggaran dari 

kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pemimpin Daerah 

II Partai Golkar Muba Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 

Pada Tahun 2019.
13

 

Dalam penelitian ini tentunya memiliki Perbedaan dan persamaan yang 

sedang dibahas, perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang 

berbeda dimana pada penelitian terdahulu dilakukan oleh Dewan 

Pemimpin Daerah II Partai Golkar Muba Kecamatan Sekayu Kabupaten 

Musi Banyuasin Pada Tahun 2019 sedangkan pada penelitian yang 

sekarang dilakukan oleh partai golongan karya di Kabupaten Jember.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Daffa Daud pada tahun 2019, 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi 

“Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan 

Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan”. Skripsi ini 

membahas terkait dengan peran partai golkar di Kabupaten Tangerang 

dalam pelaksanaan pendidikan politik dan juga membahas mengenai 

hambatan apa saja yang sudah dilalui dalam pelaksanaan pendidikan 

                                                           
13

 Muhammad Hafizd, “Pendidikan Politik Oleh Dewan Pemimpin Daerah II Partai 

Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2019”(Skripsi, UIN Raden Fatah, 2020), 84. 
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politik yang dilaksanakan oleh partai golongan karya Kabupaten 

Tangerang. Metode penelitian yang digunakan Muhammad Daffa Daud 

yaitu penelitian kualitatif yang nantinya dapat mendapatkan data yang 

bersifat deskriptif ucapan maupun tulisan dengan teknik pendekatan 

pengumpulan data melalui wawancara dan juga dokumentasi.  

     Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Daffa Daud yaitu partai golkar di Kabupaten Tangerang telah 

memberikan pendidikan sesuai dengan kegiatan dari pendidikan politik itu 

sendiri diantaranya seperti pendidikan politik kegolkaran pendidikan 

politik pemilu masyarakat, pendidikan politik loyalitas dan juga 

pendidikan politik pemenang calon dengan baik. Namun memiliki 

hambatan dalam implementasinya yaitu adanya masyarakat bergerak kalo 

ada maunya, sikap pragmatis kader partainya dan juga pendidikan kader 

perempuan yang kurang partisipasinya.
14

 

     Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang dibahas, perbedaan terletak pada tempat 

penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terletak di Kabupaten 

Tangerang sedangkan yang sekarang terletak pada Kabupaten Jember. 

Kemudian, persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-

sama mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai 

Golkar. 

                                                           
14

 Muhammad Daffa Daud, “Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program 

Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan”(Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2019), 80. 
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3. Skripsi yang ditulis oleh Chindy Astria Octavian Hutagalung pada tahun 

2017, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan 

judul skripsi “Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik 

Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 

83 Tahun 2012”. Pada skripsi ini membahas terkait dengan kurangnya 

kesadaran hak dan kewajiban dan juga partisipasi masyarakat dalam 

politik serta membahas terkait dengan pentingnya pendidikan politik dan 

juga terkait pelaksanaan pendidikan politik di Kota Semarang yang 

dilakukan oleh Partai DPD Partai Golkar.  

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Chindy yaitu masih 

banyak masyarakat peduli terhadap kegiatan politik di sekitarnya sehingga 

pelaksanaan pelaksanaan pendidikan politik masih banyak hambatan 

seperti masyarakat tidak sadar terhadap politik, masyarakat yang ikut serta 

dalam pendidikan politik tidak memahami terhadap esensi dari pendidikan 

politik tersebut dan juga kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk 

dapat melaksanakan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai 

golkar.
15

 

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang, dimana penelitian terdahulu merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 sedangkan penelitian yang sekarang 

Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Sedangkan persamaan penelitian 

                                                           
15

 Chindy Astria Octaviana Hutagalung, “Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan 

Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 

Tahun 2012”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017), 67. 
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terdahulu dan sekarang terletak pada pelaksanaan pendidikan politik pada 

partai Golongan Karya (GOLKAR). 

4. Skripsi yang ditulis oleh Irsyadul Ibad pada tahun 2020, Mahasiswa 

Program Studi Ilmu Pemerintah Pekanbaru, dengan judul skripsi “ Peranan 

Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik (Studi Pada Partai 

Golkar Kabupaten Bengkalis). Penelitian ini membahas terkait peranan 

partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten 

Bengkalis dan membahas terkait hambatan-hambatan dari pelaksanaan 

pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai golongan karya di 

Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode 

kualitatif dengan mencari data lengkap melalui observasi, wawancara dan 

juga dokumentasi.  

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Irsyadul Ibad 

menghasilkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai 

golkar terhadap pemilih awalnya berjalan dengan lancar dan baik, akan 

tetapi Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai hambatan yaitu kurangnya 

kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan dimulai sejak usia 

dini dan kurangnya dana pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik 

tersebut.
16

  

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang dibahas, perbedaan pada penelitian sekarang dan 

terdahulu terletak pada tempat yang berbeda penelitian terdahulu berada di 

                                                           
16

 Irsyadul Ibad, “Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik ( Studi 

Pada Partai Golkar Kabupaten Bengkalis), (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), 78. 
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Kabupaten Bengkalis sedangkan pada penelitian sekarang terletak di 

Kabupaten Jember. Kemudian untuk persamaan dalam penelitian 

terdahulu dan sekarang yaitu pada tema yang mana sama-sama membahas 

terkait peranan partai golkar dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi 

warga negara Indonesia. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ihsan, Mahasiswa Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN BONE) pada tahun 2018, Jurnal dengan judul Peran 

Partai  Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat 

Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  Tentang 

Partai Politik (Studi Dewan  Pemimpin Daerah Kabupaten Bone). Jurnal 

dalam penelitian ini membahas terkait bentuk pendidikan di Kabupaten 

Bone dan kendala apa saja yang dihadapi dewan pemimpin daerah partai 

golkar Kabupaten Bone dalam melaksanakan pendidikan politik. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dan 

pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pendidikan melalui 

sosialisasi, dialog, kunjungan, spanduk, seminar dan lain sebagianya. 

Hambatan yang dihadapi oleh partai golkar dalam pelaksanaan pendidikan 

yaitu masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan yang dilakukan oleh pengurus partai golkar Kabupaten Bone dan 

sikap masyarakat pragmatis dan juga paternalistik pada setiap pertemuan 
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dan juga kurangnya anggaran yang menjadi hambatan dari terlaksananya 

kegiatan pendidikan politik.
17

 

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu, 

perbedaannya terletak pada wilayah penelitian yang dilakukan sedangkan 

persamaannya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan pelaksanaan 

pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golkar. 

Untuk memperingkas dan mempermudah dalam pemahaman terhadap 

penelitian terdahulu oleh karena itu peneliti membuat ringkasan dalam 

bentuk tabel. Berikut tabel dalam penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan judul Peran Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam 

Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang memiliki korelasi dengan judul 

tersebut seperti tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

NO 
Nama 

Peneliti  

Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Muhammad 

Hafizd, 

Mahasiswa 

Jurusan Ilmu 

Politik 

Fakultas Ilmu 

Sosial Dan 

Ilmu Politik 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Fatah 

Pendidikan 

Politik Oleh 

Dewan 

Pemimpin 

Daerah II 

Partai Golkar 

Muba Pada 

Masyarakat 

Kecamatan 

Sekayu 

Kabupaten 

Memiliki tema 

yang yaitu 

terkait dengan 

pendidikan 

politik  yang 

dilakukan oleh 

partai golkar  

 

 

 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

pendidikan politik 

dan hambatan 

yang berada di 

Banyuasin 

sedangkan pada 

penelitian 

sekarang peran 

pendidikan politik 

                                                           
17

 Muhammad Ihsan, “Peran Partai  Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi 

Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  Tentang Partai 

Politik (Studi Dewan  Pemimpin Daerah Kabupaten Bone)”, Jurnal Al-Dustur 1, no. 1 (Desember 

2008), 52. http://doi.org/10308663/jad.v1i1349.  

http://doi.org/10308663/jad.v1i1349
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Palembang, 

2020 

Musi 

Banyuasin 

Tahun 2019 

dilakukan di 

Kabupaten 

Jember dan 

diseratkan 

bagaimana solusi 

dari adanya 

hambatan dari 

pelaksanaan 

pendidikan politik 

2. Muhammad 

Daffa Daud, 

Mahasiswa 

Program 

Studi Ilmu 

Politik 

Fakultas Ilmu 

Sosial Dan 

Politik 

Universitas 

Islam Negeri 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta, 2019 

“Partai 

Politik Dan 

Pendidikan 

Politik Studi 

Atas Program 

Pendidikan 

Politik Partai 

Golongan 

Karya Kota 

Tangerang 

Selatan” 

Memiliki tema 

yang sama 

yaitu terkait 

peran 

pendidikan 

politik  yang 

dilakukan oleh 

partai golkar  

 

 

 

Perbedaan 

terdapat pada 

daerah yang 

diteliti peneliti 

terdahulu di kota 

Tangerang 

sedangkan 

peneliti sekarang 

lokasinya di 

Kabupaten 

Jember 

3. Chindy 

Astria 

Octavian 

Hutagalung, 

Mahasiswi 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang, 

2017 

“Peran Partai 

Golkar 

Dalam 

Meningkatka

n Kesadaran 

Politik 

Masyarakat 

Berdasarkan 

Ketentuan 

Pasal 10 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 83 

Tahun 2012” 

Partai yang 

diteliti sama 

yaitu partai 

politik yang 

menjelaskan 

terkait 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik 

Penelitian 

terdahulu merujuk 

pada Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 83 Tahun 

2012 sedangkan 

penelitian yang 

sekarang 

Pelaksanaan 

Pendidikan 

Politik 

Berdasarkan 

Ketentuan UU 

Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang 

Perubahan UU 

Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang 

Partai Politik 

4. Irsyadul Ibad, 

Mahasiswa 

Program 

Studi Ilmu 

“Peranan 

Partai Politik 

Dalam 

Melaksanaka

Memiliki 

pembahasan 

yang sama 

terkait peran 

Perbedaannya 

terletak pada 

lokasi 

penelitiannya 
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Pemerintah 

Pekanbaru, 

2020 

n Pendidikan 

Politik ( 

Studi Pada 

Partai Golkar 

Kabupaten 

Bengkalis) 

partai golkar 

dalam 

pelaksanaan 

pendidikan 

politik yang 

dilaksanakan 

oleh partai 

golkar 

peneliti terdahulu 

di Kabupaten 

Bengkalis 

sedangkan pada 

penelitian 

sekarang di 

Kabupaten 

Jember 

5. Muhammad 

Ihsan, 

Mahasiswa 

Institut 

Agama Islam 

Negeri IAIN 

BONE, 2018 

Peran Partai  

Golkar 

Dalam 

Melaksanaka

n Pendidikan 

Politik Bagi 

Masyarakat 

Kabupaten 

Bone 

Menurut 

Undang-

Undang 

Nomor 2 

Tahun 2011  

Tentang 

Partai Politik 

(Studi Dewan  

Pemimpin 

Daerah 

Kabupaten 

Bone). 

Rujukan   yang 

digunakan 

sama yaitu 

menggunakan 

Undang- 

undang Nomor 

2 Tahun 2011  

Tentang Partai 

Politik 

Pada daerah yang 

diteliti berbeda 

yaitu antara 

kabupaten Bone 

dan juga 

Kabupaten 

Jember 

 

B. Kajian Teori 

1. Partai Politik 

Menurut para pakar dan ahli politik memiliki beberapa pengertian yaitu: 

a. Menurut Thomas M. Magstadt dan Peter M. Schotten, politik 

merupakan tentang suatu tatanan, kekuasaan dan keadilan yang 

berkaitan tentang bagaimana manusia diperintah untuk dapat 

menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan;  
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b. Menurut Cecep Darmawan, politik merupakan segala sesuatu tatanan 

yang berkaitan dengan negara, yang terdiri dengan adanya suatu 

berbagai kebijakan, pengambilan keputusan, kekuasaan dan 

pengalokasian dari berbagai nilai-nilai yang bersangkutan dengan 

masyarakat.
18

 

Para ahli telah banyak mengartikan terkait apa itu partai politik, 

baik para ahli dari negara Indonesia itu sendiri dan juga para ahli yang 

berasal dari barat, berikut beberapa definisi mengenai partai politik 

yaitu sebagai berikut, Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

pada Pasal 1 Ayat 1: 

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan untuk mewujudkan 

cita-cita untuk dapat memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, warga negara, bangsa dan negara, serta untuk 

dapat memulihkan NKRI berdasarkan UUD 194 .
19

 

 

  Jika kita lihat dari pengertian politik menurut Undang-undang 

dapat kita pahami bahwasanya partai politik yaitu sebuah wadah yang 

dibuat serapi dan terstruktur untuk dapat menampung segala aspirasi 

bagi seluruh lapisan masyarakat di negara Indonesia dengan memiliki 

tujuan dan cita-cita bagi kepentingan negara. Oleh karena itu dengan 

adanya wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, kita 

sebagai warga negara yang baik bisa ikut berpartisipasi dalam partai 

politik. 

                                                           
18

 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Indonesia (Bandung: Fokusmedia, 

2018), 15.  
19

 Setneg RI, UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 1 ayat (1). 



25 

  

 

Menurut Sigmund Neuman dalam karya bukunya yang berjudul 

Modern Parties, mendefinisikan terkait partai politik merupakan suatu 

organisasi dari berbagai aktivis-aktivis politik yang bersungguh-

sungguh dalam berusaha untuk dapat menguasai kekuasaan pemerintah 

serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan yang ketat dengan 

suatu golongan yang lain yang memiliki pandangan berbeda.
20

 Dalam 

hal ini menjelaskan bahwasanya partai politik merupakan sebuah 

organisasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan sebuah 

kekuasan dalam ranah pemerintah di negara Indonesia. Dalam hal ini 

partai politik memiliki fungsi dalam legislasi yaitu sebagai salah satu 

sarana dalam pendidikan dan juga sosialisasi politik di masyarakat.  

Adanya partai politik tentunya mempunyai fungsi bagi negara 

demokratis apabila fungsi dari partai politik tersebut dapat berjalan 

fungsional maka tidak akan terjadi adanya kecurangan, konflik dan 

juga pembodohan. Dalam hal ini partai politik merupakan sebagai 

salah satu organisasi yang bersifat nasional yang tentunya memiliki 

tujuan dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu : 

  

                                                           
20

 Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 404. 
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Tujuan umum partai politik yaitu sebagai berikut: 

1) Dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 dijelaskan tujuan dari partai 

politik yaitu untuk mewujudkan cita-cita nasional bagi bangsa 

Indonesia agar kedepannya memiliki arahan yang lebih baik;  

2) Untuk dapat memelihara dan menjaga keutuhan NKRI; 

3) Untuk dapat mengembangkan kehidupan negara yang demokrasi 

berdasarkan atas Pancasila yang mana menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan; 

4) Untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera dan makmur. 

Tujuan dari partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Adapun fungsi dari 

partai politik secara umum yaitu sebagai berikut: 

1) Dengan adanya pendidikan politik untuk masyarakat dan anggota 

yang luas maka agar kedepannya warga negara Indonesia memiliki 

kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam 

menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;  

2) Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang 

sejahtera di negara Indonesia maka membutuhkan penciptaan iklim 

yang kondusif agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik;  

3) Memiliki berbagai penyalur dan penghimpun dalam berbagai 

aspirasi politik terhadap masyarakat dalam merumuskan dan 



27 

  

 

menetapkan suatu kebijakan yang baik bagi negara untuk 

kepentingan masyarakat;  

4) Adanya warga negara Indonesia yang memiliki partisipasi terhadap 

politik, dan;  

5) Adanya rekrutmen politik untuk dapat melanjutkan pengisian 

jabatan politik melalui alur atau mekanisme demokrasi dengan 

mengikuti peraturan yang ada serta memperhatikan kesetaraan dan 

keadilan gender.
21

 

Adapun fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu: 

1) Sebagai Sarana Komunikasi 

Pada masyarakat di era modern yang kompleks dan luas 

maka masih banyak memiliki berbagai ragam pendapat yang harus 

terus berkembang dan adanya aspirasi yang semakin luas, dengan 

adanya aspirasi ataupun pendapat dari masyarakat tersebut partai 

politik mengartikulasi dan mengapresiasi hal tersebut agar tatanan 

ataupun struktur dalam menjalankan hal tersebut tidak saling 

berbenturan dan juga simpang siur. Partai politik dalam hal ini 

harus merumuskan usulan kebijakan yang dalam hal tersebut 

diharapkan dapat dimasukkan dalam program politik untuk dapat 

disampaikan dan diperjuangkan melalui parlemen kepada 

pemerintah agar kedepannya aspirasi dari masyarakat yang sesuai 

                                                           
21

 Sitepu,” Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang 

Berkarakter Terhadap Masyarakat,” 4. 
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dan tepat dapat dijadikan suatu kebijakan umum yang dapat 

bermanfaat.  

Partai politik memiliki fungsi sebagai untuk dapat 

menyebarluaskan dan juga memperbincangkan rencana-rencana 

dan juga menjadi kebijakan-kebijakan bagi pemerintah. Dengan 

ada hal tersebut, akan terjadi arus informasi dan juga dialog dari 

dua arah. Dalam hal ini juga partai politik sebagai peranan dalam 

memainkan suatu penghubung di antara yang memerintah dan yang 

diperintah.
22

 

Komunikasi politik merupakan suatu proses penyampaian 

informasi sebagai kesinambungan antara individu dan kelompok-

kelompok yang lainnya untuk dapat menjalankan sistem-sistem 

politik bagi kepentingan negara dan masyarakat.
23

 Komunikasi 

Politik memiliki peranan penting dalam sistem politik yang 

berguna untuk dapat menjadi elemen dinamis yang dapat 

menentukan dari adanya keterkaitan terhadap partisipasi politik, 

sosialisasi politik, rekrutmen politik dan lain sebagainya.  

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Sosial politik pada ilmu politik dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses melalui seseorang untuk dapat memperoleh sikap dan 

orientasi terhadap suatu fenomena politik, yang mana kemudian 

                                                           
22

 Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, 406. 
23

 Ahmad Ma’mun, “ Pandangan Partai Politik  Terhadap Kiai (Studi Kasus Keterlibatan 

Kiai Pada Pilkada Jember 2020)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2022), 17.  
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berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Hal tersebut merupakan 

suatu proses dari bagian untuk dapat menentukan bahwa adanya 

sikap politik seseorang tersebut dengan adanya contoh 

nasionalisme, dalam kelas sosial, ideologi bangsa, suku bangsa, 

hak dan kewajiban di masyarakat. 

Menurut pendapat Plano dalam memaparkan bahwa 

sosialisasi politik merupakan proses belajar, melalui proses ini, 

seseorang diharapkan dapat memperoleh orientasi, baik berupa 

keyakinan, perasaan maupun komponen nilai terkait tentang 

pemerintahan dan kehidupan politik.
24

 Pendidikan dalam hal ini 

memiliki peranan sebagai strategi keberlangsungan suatu 

Organisasi politik di negara agar kedepannya dapat mewujudkan  

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat proses sosialisasi dari 

partai politik akan terus menerus berjalan semasa menjalankan 

kehidupan, terutama dimulai pada sejak dini (kecil). Ia berkembang 

pesat dimulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi 

keagamaan dan lain sebagainnya. Hal tersebut telah menjadi 

penghubung yang mensosialisasikan terhadap nilai-nilai politik 

dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Dalam hal ini partai 

politiklah yang dapat memainkan peranannya sebagai suatu sarana 

sosialisasi politik bagi warga negara. Dalam implementasi dari 

                                                           
24

 Edwin Nurdiansyah, “Implementasi Pendidikan Politik bagi  Warga  Negara dalam 

Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia”, Jurnal Bhineka Tunggal Ika 1, No.2 (Mei 

2015): 55, https://doi.org/10.36706/jbti.v2i1.4560. 

https://doi.org/10.36706/jbti.v2i1.4560
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pelaksanaan tersebut dapat dilakukan melalui media massa, 

ceramah-ceramah, kursus kader dan lain sebagainya. Disisi lain 

fungsi dari partai politik yaitu untuk dapat mendidik anggotanya 

untuk dapat menjadikan masyarakat yang sadar akan tanggung 

jawab sebagai warga negara dan mengesampingkan kepentingan 

pribadi untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
25

 

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Rekrutmen  merupakan salah satu  sarana fungsi dari 

adanya partai politik, yang mana rekrutmen merupakan seleksi 

ataupun pemilihan untuk pengangkatan seseorang ataupun 

sekelompok orang untuk dapat melanjutkan kepemimpinan dalam 

menjalankan peranannya sebagai penguasa dalam melaksanakan 

sistem politik pada pemerintahan di negara Indonesia. Partai politik 

memiliki fungsi yang semakin besar  manakala dikarenakan 

merupakan partai tunggal yang seperti suatu sistem politik yang 

totaliter, ataupun dapat dikaitkan sebagai partai yang mayoritasnya 

merupakan sebagai badan perwakilan rakyat yang memiliki 

wewenang untuk dapat membentuk pemerintahan yang demokrasi 

berdasarkan ideologi pancasila.
26

 

Dari adanya fungsi rekrutmen tersebut yang memiliki 

keterkaitan terhadap pemilihan pemimpin negara yang memiliki 

kepentingan bersama, baik dalam kepentingan partai itu sendiri 

                                                           
25

  Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, 407. 
26

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu politik (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 150-151. 
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maupun dalam kepentingan kepemimpinan secara nasional yang 

memiliki tugas besar untuk kemajuan  bangsa . Dalam kepentingan 

internal, bahwa setiap partai butuh kader yang berkualitas dan 

berintegritas, dengan demikian suatu partai akan mendapat 

kesempatan besar dalam mengembangakan partai tersebut. Dengan 

adanya kader-kader berkualitas maka partai tersebut tidak akan 

kesulitan dalam  memilih kepemimpinannya sendiri dan juga dapat 

mendapatkan peluang dalam  mengajukan calon untuk dapat maju 

ke bursa kepemimpinan secara nasional. Selain untuk tingkatan 

seperti partai politik dalam memperluas dan memperbanyak 

keanggotaannya.
27

 

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Sarana pengatur konflik dalam partai politik memiliki 

fungsi sebagai organisasi diantara masyarakat sebagai pengaruh 

psikologis dan pemerintah. Kemudian partai politik juga 

melaksanakan artikulasi dan konsolidasi tuntunan-tuntunan yang 

beragam sehingga berkembang pada berbagai kelompok di 

masyarakat. Pada pengatur konflik juga merekrut anggotanya 

untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu wakil-wakil rakyat dan 

juga untuk menentukan siapa saja orang-orang yang pantas untuk 

dapat menduduki posisi eksekutif di negara.
28

 Dalam  pengaturan 

konflik partai politik memiliki peranan untuk dapat mengatasi 

                                                           
27

 Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, 408. 
28

 Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, 409. 
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berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat agar 

kedepannya memiliki solusi yang lebih baik.  

2. Pendidikan Politik  

Menurut Utsman Abdul Mu’iz Ruslan menerangkan tentang 

pendidikan politik yaitu suatu upaya oleh para lembaga pendidikan formal 

maupun non-formal dengan tujuan yang dimiliki untuk dapat membentuk 

kepribadian politik kepada setiap masyarakat sehingga menjadi sadar 

terhadap partisipasi politik dalam menumbuhkan jiwa-jiwa kesadaran 

dalam kehidupan sehari-hari.
29

 Menurut Khat pendidikan politik 

merupakan pendidikan dalam pengembangan berbagai potensi yang ada 

dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan juga dapat 

bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitarnya.  

Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dijalankan oleh 

seseorang maupun lebih dimana hal tersebut dilakukan secara sadar dan 

juga merupakan suatu wujud proses penyampaian budaya politik bangsa 

bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan bermasyarakat.
30

 Berdasarkan tersebut pendidikan 

politik memiliki tugas penting untuk dapat mengarahkan proses 

pendidikan kepada masyarakat untuk mewujudkan tatanan sistem 

pemerintah yang ideal. 

                                                           
29

 Handoyo dan Lestari, Pendidikan Politik, 11. 
30

 Payerli Pasaribu,”Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, Jurnal 

Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA 1, No.5 (2017): 57, https://doi:10.31289/jppuma.v5i1. 

1125.   

https://doi:10.31289/jppuma.v5i1.%201125
https://doi:10.31289/jppuma.v5i1.%201125
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Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam kongres Taman Siswa I tahun 

1930 mengartikan tentang pendidikan politik merupakan suatu upaya 

untuk dapat mewujudkan akan bertumbuhnya pikiran budi pekerti dan 

tumbuh anak dalam menjalankan kehidupan. Dalam hal ini Driyarkara 

juga memahami bahwa dengan adanya pendidikan politik merupakan 

suatu upaya untuk memanusiakan manusia dalam menjalankan kehidupan. 

Yang dimaksud dengan memanusiakan manusia berarti mengembangkan 

akan seluruh potensi yang dimiliki pada diri manusia, baik dalam potensi 

kepribadian emosional, intelektual, sosial, maupun spiritual. Menurut Al 

Muchtar memiliki keyakinan yang kuat bahwa dengan adanya pendidikan 

bagi warga negara Indonesia akan dapat memiliki banyak peluang untuk 

dapat menciptakan berbagai pemikiran yang kreatif dan inovatif dengan 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan 

keterampilan untuk membudayakan etos kerja dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di negara Indonesia.
31

 

Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik memiliki tujuan 

untuk dapat menjadikan masyarakat kedepannya menjadi masyarakat yang 

sadar terhadap politik, sehingga mereka kedepannya lebih aktif dan 

mampu untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik dan juga 

sebagai salah satu wujud pembangunan yang bersifat positif. Dengan 

adanya kegiatan pendidikan politik diharapkan terciptanya masyarakat 

yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.  

                                                           
31

 Handoyo dan Lestari, Pendidikan Politik, 2. 
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Menurut Kartono menyebutkan dua tujuan pendidikan politik, 

yaitu: 

a. Untuk dapat membuat rakyat (individu, klien, anak didik, dan warga 

masyarakat) mampu memulihkan atas situasi sosial politik yang penuh 

dengan problematika, memiliki keberanian untuk dapat memberikan 

kritik dan saran yang dapat membangun terhadap kondisi masyarakat 

yang masih kurang stabil ataupun tidak mantap, aktivitas yang 

diandalkan pada kegiatan proses demokrasi yang sejati dan untuk 

dapat memperjuangkan atas kegiatan yang berdasarkan ideologi 

pancasila khususnya yang mana memiliki kolaborasi dengan 

kesejahteraan dan keamanan bagi kehidupan bersama dalam kehidupan 

bermasyarakat;  

b. Untuk dapat memperhatikan akan peranan insani dari setiap individu 

sebagai warga negara untuk dapat mengembangkan kemampuan dan 

bakat yang dimiliki seperti wawasan, sikap, pengetahuan, keterampilan 

dan lain sebagainya dengan adanya peranan insani tersebut diharapkan 

masyarakat akal ikut aktif berpartisipasi dalam proses mewujudkan 

politik demi pembangunan bangsa dan negara.32 

Pendidikan politik seperti yang dikatakan dalam Rochayat Harun dan 

Sumarno adalah sebagai berikut : 

1) Pendidikan Politik Nasional 

2) Pendidikan Politik Kelompok  

                                                           
32

 Handoyo dan Lestari, Pendidikan Politik, 15-16.
 



35 

  

 

3) Menginterpretasi Simbol-Simbol Kekuasaan 

4) Menginterpretasi Simbol-Simbol kebenaran dan Keadilan.
33

 

Menurut pendapat Ruslan, pendidikan atau pengajaran memiliki 

peranan untuk dapat merealisasikan dari pelaksanaan sistem 

perpolitikan di negara, yaitu dengan cara pengelolaan terhadap fungsi-

fungsi dari sistem politik ke dalam jiwa dan akal pikiran masyarakat di 

Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai berikut: 

a) Adanya fungsi Ideologis, dalam fungsi ini kekuasaan politik sudah 

menetapkan suatu ideologi yang mana memaksa agar masyarakat 

hidup sesuai dengan aturannya, sehingga masyarakat mendapatkan 

identitas kewarganegaraan. Dalam ideologi tersebut perlunya 

pengokohan dan penanaman terhadap jiwa dan akal pikir dari 

masyarakat itu sendiri. Dengan itu pentingnya sistem pendidikan 

politik untuk dapat digunakan dalam mewujudkan wahana dalam 

mendidik suatu nilai-nilai ideologi kepada masyarakat, utamanya 

kepada generasi muda penerus bangsa; 

b) Adanya fungsi pengembangan, artinya pendidikan dapat 

menjembatani sesuatu yang terjadi antara perkembangan politik, 

peraturan perundang-undangan, kesadaran , orientasi masyarakat 

dan juga konstitusi politiknya dalam masyarakat; 
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c) Adanya distribusi memiliki fungsi yaitu untuk dapat 

merealisasikan kesetaraan untuk dapat mendapatkan kesempatan 

belajar dalam berbagai bidang; 

d) Adanya fungsi balasan, dalam hal ini pendidikan sama dengan 

kekuasaan politik yang dapat memberikan balasan dan sanksi 

kepada peserta didik, namun hal utamanya yaitu mendapatkan 

balasan positif kepada siapapun yang telah berbuat baik.
34

 

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik 

adalah suatu tanggung jawab besar yang bukan hanya 

mementingkan kepentingan kader-kader dari partainya saja, akan 

tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki peranan penting 

untuk mensejahterakan masyarakat umum di negara Indonesia 

dengan cara untuk dapat meningkatkan inisiatif dan juga partisipasi 

politik masyarakat dalam pemilihan umum di negara Indonesia 

maupun dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. 

Dalam pendidikan politik diatur dalam didalam Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2011 pada Pasal 11 Angka (1) Huruf (a) tentang 

Partai Politik, dimana menjelaskan bahwa partai politik diwajibkan 

untuk dapat mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan 

melaksanakan pendidikan politik kepada para kader dari anggota 

partai politik dan juga masyarakat luas.
35
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Selanjutnya, didalam Undang-undang diatas dijelaskan tentang 

pentingnya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan 

serta kesetaraan gender yang ditunjukkan untuk dapat meningkatan 

kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban, oleh karena itu 

sebagai masyarakat kita berkewajiban untuk berpartisipasi terhadap 

politik dengan ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan politik. 

Pada Pasal 13 huruf e Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai 

Politik yang menjelaskan terkait pelaksanaan pendidikan politik 

yang menjadi kewajiban dari partai politik dan juga menyampaikan 

aspirasi politik bagi anggotanya.
36
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian merupakan suatu prosedur yang dijalankan oleh para 

penulis dalam penelitiannya untuk dapat mengekstrak data-data penelitian yang 

sesuai dengan standar takaran yang telah ditentukan. Menurut profesor Sugiyono, 

yang disebut dengan metode penelitian yaitu untuk dapat mencari data secara 

ilmiah yang berguna dalam mencapai kepentingan, tujuan, serta bermanfaat untuk 

banyak kalangan. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan 

penulis dalam memudahkan sistematika penelitian sebagai berikut:
37

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pengertian penelitian secara istilah  yaitu sebagai ikhtiar untuk 

menemukan, mengembangkan, menguraikan, menguji suatu kebenaran 

dengan wawancara dan observasi di lapangan sesuai dengan apa yang sedang 

diteliti oleh penulis. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan 

yang menjelaskan tentang kajian-kajian hukum dalam konteks sosial, dimana 

hasil yang diperoleh yaitu untuk dapat menghubungkan, mengkaji, dan 

mengkritisi bekerjanya hukum formal dalam masyarakat apakah sudah sesuai 

dengan ketentuan undang-undang.  Penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologis yang mana dalam penelitian ini mencari kebenaran mengenai 

implementasi dari peraturan perundang-undangan apakah sudah terlaksana 

dengan baik ataupun sebaliknya. Dimana dalam penelitian ini dapat 
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menganalisis “Peran Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan 

Pendidikan Politik Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Partai Politik” 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris atau sering 

disebut dengan field Research (penelitian lapangan) yaitu dengan mengkaji 

tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia apakah realita di lapangan 

dapat berjalan sesuai dengan undang-undang. Dalam penelitian yuridis 

empiris ini merupakan penelitian hukum tentang implementasi ataupun 

pemberlakuan ketentuan dari hukum  normatif secara in action dalam setiap 

peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. 
38

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana sebagai objek penelitian untuk 

dapat menggali informasi dan mencari data yang sesuai dengan judul yang 

kita angkat dalam penelitian ini. Peneliti menetapkan bahwa objek penelitian 

yaitu berada di Jl. Bengawan Solo No.21, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. 

Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 pada DPD Partai 

Golongan Karya (Golkar) Jember. 

Adapun dalam Penelitian ini waktu pelaksanaan ini dilakukan secara 

mandiri sejak ditetapkan judul penelitian dengan metode wawancara tidak 

terstruktur dan observasi non partisipan sesuai dengan objek yang dituju. 

Waktu penelitian dengan wawancara serta meminta data pasti dilakukan 

secara terus-menerus hingga hasil penelitian penulis diterima oleh dosen 
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pembimbing serta dapat diseminarkan di kampus Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.  

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan subjek yang dijadikan oleh peneliti 

sebagai sumber informasi berdasarkan masalah-masalah yang diteliti. Pada 

subjek ini penulis melaporkan terkait dengan sumber data serta jenis data.
39

 

Dalam subjek penelitian ini penulis memilih narasumber dari anggota partai 

golkar Jember dan Pengurus DPD Partai Golkar Jember untuk dapat dicari 

informasi terkait judul yang diteliti dan mengetahui data-data sesuai apa yang 

ada di lapangan. Adapun subjek penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti sebagai berikut:  

1. Edward Mas'ud Madjid, selaku wakil ketua bidang organisasi; 

2. Nilam Wulandari, Selaku wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan; 

3. Aep Ganda Permana, selaku wakil ketua bidang hukum dan HAM; 

4. Uswatun Hasanah, selalu kader golkar Jember; 

5. Riyanto Ardiansah, selaku kader golkar Jember; 

6. Linda Kusumawati, selaku masyarakat Jember; 

7. Maryani, selaku masyarakat Jember. 

8. Hasan Mustajab, selaku masyarakat Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mencari informasi 

terkait pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti pada 
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penelitiannya. Dalam pengumpulan data terdapat langkah-langkah dalam 

mendeskripsikan sumber informasi yang ingin didapatkan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu objek kegiatan untuk melaksanakan 

pengamatan secara langsung kepada objek yang sedang diteliti dengan 

menggunakan cara mencatat suatu kejadian yang ada dilapangan sesuai 

realita bukan suatu data yang dibuat-buat (manipulasi). Dalam observasi 

ini peneliti akan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan para pengurus 

dan kader-kader politik golkar Jember ketika sedang berada di lingkungan 

masyarakat maupun sekitarnya, dan dalam penelitian ini juga akan 

memantau apakah pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan DPD 

Partai golkar di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku ataupun tidak. Kemudian,  observasi dilakukan yaitu dengan 

mencari data yang sesuai dengan apa yang ada pada realita di lapangan.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

narasumber yang dilakukan secara langsung dengan topik pembahasan 

yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Metode yang 

digunakan yakni dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber 

dengan terperinci dan jelas. Hal ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui 

isi dari fokus permasalahan yang sedang dicari oleh peneliti, agar dapat 

mengetahui tujuan adanya penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan 
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dengan bertemu langsung kepada narasumber yang cakap dan tepat. 

Dalam wawancara yang dilaksanakan antara peneliti dan narasumber harus 

adanya persetujuan terlebih dahulu terkait pertanyaan-pertanyaan yang 

akan disampaikan oleh peneliti.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan peneliti untuk dapat 

mengumpulkan dokumen-dokumen, keterangan wawancara dan lain 

sebagainya.
40

 Untuk teknik selanjutnya dokumentasi ini dapat berupa 

catatan materi yang sumbernya relevan sesuai dengan undang-undang. 

Dokumentasi ini dapat berupa surat bukti kegiatan, dokumen resmi , surat 

keputusan, foto wawancara bersama dan lain sebagainya. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses menelaah dan menghubungkan 

data-data dari suatu objek penelitian menggunakan teori, sudut pandang atau 

paradigma yang sudah ditentukan berdasarkan tema penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun 

tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu cara untuk melakukan proses 

analisis data untuk meringkas, merangkum, mengklasifikasi, memilah data 

yang prioritas dengan fokus pada data terpenting sesuai tema dan suatu 

pola yang dibutuhkan. Fungsi dari reduksi data untuk dapat memperjelas 
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terkait data yang diperlukan, dan untuk mempermudah dalam mencari data 

yang dikumpulkan. Dalam hal ini reduksi data dilaksanakan ketika semua 

data sudah ada secara utuh dan keseluruhan agar dapat terhimpun. Dalam 

implementasinya peneliti menggunakan alat elektronik untuk dapat 

memudahkan dalam reduksi data tersebut. 

2. Penyajian Data 

Langkah setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data yang 

dilakukan untuk mendeskripsikan rangkaian proses penelitian seperti 

catatan lapangan, grafik, bagan, dan matriks. Dalam penyajian data akan 

dapat mempermudah kita dalam menganalisis penelitian agar sesuai apa 

yang dibutuhkan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan deskripsi ringkas yang menggambarkan 

inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam kesimpulan 

akan dapat mengetahui peran DPD partai golkar di Kabupaten Jember 

dalam pelaksanaan pendidikan politik berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 

Tahun 2001 tentang Partai Politik.
41

  

F. Keabsahan Data 

keabsahan merupakan sesuatu yang membuktikan bahwasannya apa 

yang diteliti data-data yang ada dalam penelitian memang benar-benar suatu 

karya ilmiah yang sah tanpa ada plagiasi maupun copy dari penelitian orang 

lain. Keabsahan dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari objek 
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penelitian, data-data dan sumber-sumber yang digunakan. Teknik keabsahan 

yang digunakan yaitu triangulasi dengan mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan yang berbeda. Kemudian data yang dilakukan dengan 

wawancara akan dilakukan melalui observasi lapangan. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Menurut Pendapat monolog ada beberapa tahapan dalam penelitian 

kualitatif yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan merupakan suatu tahap dalam perencanaan seperti 

dalam penentuan objek materil dan formal penelitian, penentuan fokus 

penelitian, penyesuaian teori-teori dalam paradigma judul yan diangkat 

dan menggunakan suatu disiplin ilmu dalam suatu konteks penelitian 

kemudian perencanaan penelitian dan lain sebagainya. 

2. Tahap pada kegiatan lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan pada 

lokasinya dituju. Tahap ini berisi suatu kegiatan dalam pengumpulan data 

yang sesuai dengan objek yang dikaji oleh sang peneliti. Dalam hal ini 

peneliti melakukan tahap lapangan tentang “Peran DPD Partai Golkar di 

Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan 

Ketentuan UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik”, yang 

menggunakan teknik observasi dan wawancara terhadap narasumber. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data yaitu dilakukan untuk dapat mengorganisir dan 

memilah data yang telah didapat dari wawancara, partisipasi, dokumen 

serta observasi, yang kemudian dilaksanakan pengkajian atau penafsiran 
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sesuai konteks masalah yang ada dalam penelitian. Selanjutnya setelah 

dilaksanakan reduksi data peneliti melakukan tahap validitas data 

penelitian tersebut. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Dalam tahap yang terakhir penulis melakukan susunan yang rinci dan tepat 

dalam menyusun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan 

rangkaian pengumpulan data, pembahasan hingga yang terakhir 

kesimpulan penelitian.
42
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  

A. Gambaran Objek Penelitian 

Gambar objek penelitian merupakan langkah awal dalam 

mendeskripsikan objek penelitian untuk melengkapi analisis dan penguatan 

data. 

1. Gambaran umum Kabupaten Jember 

a. Profil Kabupaten Jember 

Jember merupakan sebuah wilayah Kabupaten dari bagian 

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember berada di lereng pegunungan 

yang dan gunung Argopuro di mana membentang ke arah selatan 

sampai dengan samudra Indonesia. Dalam konteks regional 

Kabupaten Jember memiliki kedudukan dan peranan strategis sebagai 

salah satu pusat kegiatan wilayah (PKW). 

Kabupaten Jember, secara geografis terletak lebih 200 km ke 

arah timur dari Surabaya. Secara geografis terletak pada posisi 

113°15'47" s/d 114°02'35" Bujur Timur dan 7°58'06" s/d 8°33'44" 

lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur di bagian tengah 

dan selatan serta dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang 

batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas 

Selatan. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Bondowoso, Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi,  

Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Barat berbatasan dengan 
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Lumajang, dan Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. 

Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. 

Selain itu, Jember juga memiliki sekitar 67 pulau-pulau kecil, 16 

pulau sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki 

nama. Salah satu pulau yang terluas dan berada di perairan Samudera 

Indonesia adalah pulau Nusa Barong.43 

b. Penduduk 

Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk yang terus 

meningkat selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 jumlah 

penduduk mencapai 2.550.360 jiwa. Dalam jumlah penduduk tersebut 

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah sekitar 3.306,689 km2, 

kemudian tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 sekitar 771 

jiwa/km2. Dengan berjalannya waktu jumlah penduduk di Kabupaten 

Jember meningkat pada tahun 2021 dibandingkan 2 tahun terakhir 

pada tahun 2020 yaitu 767 jiwa/km2 dan pada tahun 2019 yaitu 744 

jiwa/km2. 

Dalam pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jember pada 

periode 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,41 persen, 

meningkat pada tahun 2020 sebesar 3,51 persen, dan selanjutnya 

menurun menjadi 0,54 persen pada tahun 2021. 
44
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c. Ketenagakerjaan 

Dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Jember mengalami 

jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 

tahun 2001 yang meningkat, seiring dengan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021. Bahwa terlihat pada tahun 2021 

jumlah angkatan kerja sebanyak 1.343.187 jiwa atau mengalami 

peningkatan 26.535 jiwa dibandingkan tahun 2020, begitu pula tingkat 

partisipasi angkatan kerjanya, di mana pada tahun 2020 sebesar 68, 04 

persen, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 68.94 persen.  

Secara umum kondisi TPT Kabupaten Jember mengalami 

peningkatan, dalam hal ini berdasarkan lapangan usahanya 

ketenagakerjaan di wilayah Jember dibagi menjadi tiga sektor yaitu 

sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa. 
45

 

d. Kondisi Perekonomian Daerah 

Tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Jember dipengaruhi 

oleh beberapa faktor eksternal dan internal, salah satunya faktor utama 

yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Dalam kegiatan 

perekonomian secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memperlihatkan cepat dan lambatnya proses perkembangan ekonomi 

di Kabupaten Jember.  

Perekonomian di Kabupaten Jember berdasarkan besaran 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang 
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berlaku tahun 2021  mencapai Rp. 81,07 Triliun dan atas dasar harga 

konstan 2010 mencapai Rp 54.69 triliun, ekonomi di Kabupaten 

Jember pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4.00 persen 

setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,98 

persen. Dalam hari ini membuktikan bahwa perekonomian di 

Kabupaten Jember masih dipengaruhi oleh kegiatan pertanian tanam 

pangan maupun hortikultura.  

e. Pendidikan Kabupaten Jember  

Pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting 

dalam proses pembangunan generasi masa depan bangsa untuk 

memajukan negara agar kedepannya lebih baik. Pendidikan 

merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan untuk masa 

depan masyarakat harapan bangsa dan harapan negara. Kabupaten 

Jember memiliki tujuan untuk membangun pemerintahan yang lebih 

baik untuk kedepannya dengan cara meningkatkan kualitas 

pendidikan, keterampilan dan juga kesehatan bagi masyarakat.  

Mayoritas penduduk di Kabupaten Jember pada usia 15 tahun 

ke atas tidak memiliki ijazah SD sebanyak 29,97%, urutan kedua 

penduduk 15 tahun ke atas Kabupaten Jember memiliki ijazah SD 

sebesar 26,12%, dan di urutan ketiga yang memiliki ijazah SMA 

sebesar 18,81% peresentase tersebut kecil yaitu penduduk usia 15 

tahun ke atas yang memiliki ijazah SMP sederajat sebesar 19,63 

persen. Hal ini berarti bidang pendidikan perlu banyak mendapatkan 
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perhatian yang lebih oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk 

meningkatkan kualitas masyarakatnya.
46

 

f. Sosial Budaya Kabupaten Jember  

Kabupaten Jember memiliki berbagai budaya salah satu 

budayanya yaitu Jember Fashion Carnaval (JFC) yang merupakan 

salah satu event fashion yang melambangkan kreativitas anak muda di 

Kabupaten Jember, event JFC ini berkembang sejak tahun 2011 yang 

genap berumur 10 tahun event JFC tersebut mengalami perkembangan 

yang besar di taraf Nasional hingga ke taraf Internasional. Budaya di 

Kabupaten Jember yang lainnya antara lain Totaan Merpati yang 

menjadi simbol kedamaian dan kesetiaan yang mana berasal dari 

Kecamatan Semboro, selanjutnya ada Budaya tari lahbako, kampung 

batik, olahraga tradisional dan lain sebagainya.  

Pariwisata budaya merupakan kebanggaan pariwisata yang 

bertumpu pada kebudayaan, sebagai suatu fenomena yang memiliki 

multidimensi, bahwa pariwisata budaya di Kabupaten Jember juga 

memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan aspek ekonomi bagi 

masyarakat sekitar. Dengan pengembangan wisata di Kabupaten 

Jember sesungguhnya memiliki tujuan untuk mencapai perekonomian 

masyarakat kedepannya lebih maju dan lebih baik. Untuk mencapai 

perekonomian yang berhubungan dengan pariwisata maka keduanya 

harus saling berhubungan dan memiliki inovasi-inovasi seperti 

                                                           
46

 Faizatin dan Chafifah, Statika Daerah Kabupaten  Jember 2022, 11. 



51 

  

 

promosi yang menarik, atraksi, cinderamata, manajemen dan juga 

makanan. Dengan adanya kesinambungan antara adanya wisata dan 

perekonomian niscaya ke depannya akan membawa Kabupaten 

Jember lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.  

2. Gambaran umum DPD Partai Golkar  

a. Sejarah Partai Golkar 

Sejarah dalam Partai Golongan Karya (GOLKAR) berawal dari 

tahun 1964 dengan berdirinya SEKBER (Sekretariat Bersama) partai 

politik golkar pada masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno 

Hatta. Dalam hal ini, sekber golkar tersebut didirikan oleh kalangan 

Militer dari Perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari 

Soksi) yang merekrut dari puluhan organisasi pemuda, buruh, tani, 

wanita, nelayan dan sarjana di Negara  Indonesia untuk bergabung 

bersama SEKBER golongan karya.  Didirikannya Sekber golkar yaitu 

pada 20 Oktober 1964. Lahirnya golkar karena adanya rongrongan dari 

PKI beserta ormas 57 anggota golkar yang terus bertambah pesat, 

dikarenakan golongan fungsional lainnya menjadi Sekber Golkar 

dalam Front Nasional yang menyadari adanya perjuangan untuk dapat  

menegakkan UUD 1945 dan pancasila dari fungsional Sekber Golkar 

itu sendiri. Awal mula anggota dari partai golkar hanya berjumlah 61 

organisasi yang kemudian bertambah menjadi 291 organisasi. 

Kelompok organisasi Sekber Golongan karya berdasarkan 
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kekaryannya terbagi dalam 7 bagian KINO (Kelompok Induk 

Organisasi) diantaranya yaitu: 

1) Organisasi Profesi 

2) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 

3) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 

4) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 

5) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 

6) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 

7) Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971 Ke-7 

KINO 

Dari ketujuh organisasi Golkar tersebut merupakan kekuatan 

inti yang mana dikeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 

1970 untuk menjadi peserta dalam pemilu satu nama dan tanda gambar 

golkar. Logo dan nama ini, sejak tahun 1971 tetap dipertahankan 

hingga sekarang ini, akan tetapi pada acara keikutsertaan golkar dalam 

kontestan banyak pihak yang sangat meragukan kemampuan politik 

dari partai golkar kepada gras sroot level. PAN, NU, PARMUSI yang 

mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat optimis dan 

yakin keluar sebagai pemenang. Akan tetapi mereka tidak sadar 

bahwasanya telah terjadi kericuhan di dalam internal partai mereka 

yang menyebabkan beberapa tokoh-tokoh politikus dari mereka 

akhirnya berpindah partai kepada golongan karya (GOLKAR). 

Kemudian hasilnya dari kontestan Pemilu tersebut diluar dugaan , 
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ternyata golkar sukses dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara 

atau 62,79% dari total keseluruhan perolehan suara. Dimana perolehan 

tersebut merata di seluruh Provinsi Di Indonesia, berbeda dengan 

parpol yang berpegang pada bisnis kebudayaan, yang mana mereka 

hanya menang pada wilayah-wilayah tertentu saja.  

Berikut merupakan ketua umum GOLKAR dari masa ke masa: 

1) Djuhartono (1964-1969) 

2) Suprapto Sukowati (1969-1973) 

3) Amir Moertono (1973-1983) 

4) Sudharmono (1983-1988) 

5) Wahono (1988-1993) 

6) Harmoko (1993-1998) 

7) Akbar Tandjung (1998-2004) 

8) Jusuf Kalla (2004-2009) 

9) Aburizal Bakrie (2009-2014) 

10) Setya Novanto (2016-2017) 

11) Airlangga Hartono (2017- Sekarang).47 

Sejarah dan pembentukan dari partai golkar berada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mana tidak dapat kita tampakkan bahwa 

dari pagar dinamika politik pada level pusat. Walaupun dalam 

paradigma barunya partai golkar mengaku sebagai partai moderat, 

demokratis, yang berakar dan juga terpisah dari pemerintah akan tetapi 
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pada dasarnya kehadiran partai golkar di negara ini secara formal 

sudah tertuang dalam AD/ART Partai Golkar. Terbentuknya partai 

golkar dapat diartikan sebagai keinginan rezim yang berkuasa guna 

mempersiapkan para anggotanya sebagai mesin politik. 

b. DPD Partai Golongan Karya Jember 

DPD Partai Golkar di Kabupaten Jember diketuai oleh 

Karimullah Dahrujiadi, kepemimpinan beliau untuk 5 tahun kedepan 

dinilai tepat dikarenakan memiliki serangkaian pengalaman nan 

panjang. Ji Karim serta selama ini telah terbukti dalam kaca politiknya 

di mana dirinya pernah terpilih dan menjabat sebagai anggota DPRD 

Jember selama 2 periode dan juga beliau pernah terpilih menjadi 

anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2 periode, Ji Karim menegaskan 

bahwa kiprahnya dalam Partai Golkar di tengah masyarakat Jember 

agar kedepannya dapat memberi manfaat bagi warga , bangsa dan 

negara.48 

DPD Partai Golkar di Kabupaten Jember mempunyai 

komitmen yang kuat untuk dapat membangun kekuatan masyarakat 

agar terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Dalam 

hal ini berdasarkan realita objektif untuk dapat mengembalikan 

kehidupan politik yang lebih sehat serta membangkitkan kembali 

kejayaan partai golkar sebagai pembenahan dan penguatan program 
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 " Bertekad Kembalikan Wibawa Golkar",  radarjember, diakses 16 Oktober 2022, 

https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/25/08/2020/bertekad-kembalikan-wibawa-golkar/. 
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partai golkar akan menumbuhkan semangat baru dalam kader partai 

golkar dengan menggapai kemenangan dalam pilkada pemilu legislatif 

2024. Untuk mencapai kemenangan tersebut, berbagai pembenahan 

dan pelaksanaan program kerja harus dilakukan lebih awal karena 

menetapkan pemilihan terhadap suatu partai pada dasarnya adalah 

menanamkan persepsi kepada masyarakat yang harus dipersiapkan 

secara matang. 

c. Visi dan Misi DPD Partai Golkar Jember 

Dalam menyusun dan melaksanakan program kerja Partai 

Golkar Kabupaten Jember. Masa Bakti 2020-2021, Partai Golkar 

Kabupaten Jember selalu berpegang teguh kepada arah kebijakan yang 

tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan 

program umum partai golkar sebagai berikut:  

Partai Golkar memiliki visi yaitu untuk dapat mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, adil modern makmur 

berakhlakul karimah dan beriman, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan memiliki martabat yang baik dalam pergaulan di 

kehidupan sehari-hari.49 

Misi dari Partai Golkar di Kabupaten Jember yaitu:  

1) Untuk dapat memperkokoh ideologi dan dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan cara mengamankan, menegakkan dan 

mempertahankan pancasila dalam menjalankan kehidupan;  
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2) Untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk dapat 

merealisasikan masyarakat yang berdaulat dan demokrasi dan 

sejahtera, dapat menegakkan supremasi hukum negara dan juga 

dapat menghormati hak asasi manusia serta dapat terwujudnya 

ketertiban dan perdamaian dunia;  

3) Untuk dapat mewujudkan pemerintah yang efektif dengan struktur 

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.
50

 

d. Lambang Partai Golkar  

Lambang Partai Golkar berupa pohon beringin yang dikelilingi 

untaian padi dan kapas dalam perisai segi lima, dengan pita 

bertuliskan Golongan Karya dibagian bawahnya. Arti dari logo partai 

Golkar yaitu:  

1) Pohon Beringin bermakna melindungi, yang berarti partai golkar 

memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia; 

2) Padi dan Kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk 

masyarakat Indonesia; 

3) Perisai Segi Lima melambangkan ideologi partai; 

4) Warna Putih pada perisai melambangkan kesucian; 

5) Warna Dasar Kuning bermakna kejayaan; 

6) 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi 

melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.  
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e. Kepengurusan DPD Partai Golkar Jember  

Tabel 4.1 

Susunan Dan Personalia DPD Partai Golkar  

Kabupaten Jember Masa Bakti 2020-2025 Hasil Revitalisasi 

 

No NAMA JABATAN 

1. H. Karimullah DahrujadI, SP Ketua 

2.  Edward Mas'ud Madjid, B.Sc Wakil Ketua Bidang Organisasi  

3.  Nanang Sugianto, SE Wakil Ketua Bidang Kaderisasi & Keanggotaan  

4.  Bayu Priandoko Wakil Ketua Bidang Pemuda & Olahraga  

5.  Nilam Wulandari, SE Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan  

6. Aep Ganda Permana S.H Wakil Ketua Bidang Hukum & HAM 

7. Sinarta Gunawan  Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan 

Penggalangan Opini 

8.  Maryono  Wakil Ketua Bidang Tani, Nelayan & Perikanan  

9. Drs. Sumardi, M.Pd Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Cendekiawan  

10. Nurdiansyah Rahman, SE Wakil Ketua Bidang Seni, Budaya & Pariwisata  

11.  Ust. Moh. Ikhsan  Wakil Ketua Bidang Kerohanian  

12.  Fandi Taufan  Prakaswara  Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja & 

Pengembangan Profesi  

13.  Dima Akhyar, S.H Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wirausaha, 

UMKM & Ekonomi Kreatif  

14.  Joko Wahyudi, S.H, MH Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Lingkungan 

Hidup & Penanggulangan Beccaria 

15. Suciati  Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat  

16.  Dra. RR. Pertiwj Sujiati Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil I 

17.  Drs. H. Suhanan, M.Si Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil II 

18. Rani Ardini, S.Sos Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil III 

19. Sugeng Budiono  Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil IV 

20.  Drs. KH. M. Hidayatullah 

Choliq 

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil V 

21. Erfan Junaidi, SE Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil V I 

22.  H.M. Sucipto  Sekertaris  

23.  Ria Sukaryadi, S Sos Wakil Sekretaris Bidang Organisasi  

24.  Ali Mudtadlo, SP, MP Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi & 

Keanggotaan  

25 Arief Kurniawan Ramadhany Wakil Sekretaris Bidang Pemuda & Olahraga 

26 martha retno wulan, SE Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan 

Perempuan 

27 Zahril Habibie Wakil Sekretaris Bidang Hukum & HAM 

28 Tino Cahyono Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi, Media dan 

Penggalan 

29 Suminto Darsono Wakil Sekretaris Bidang Tant, Nelayan & 

Perikanan 
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30 Nurul Hamdani Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan & 

Cendekiawan 

31 Sugianto Wakil Sekretaris Bidang Seni, Budaya & 

Pariwisata 

32 Muhammad Sururi Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian 

33 Muhammad Amir Wakil Sekretaris Bidang Tenaga Kerja & 

Pengembangan Profesi 

34 Niro Zainullah Wakil Sekretaris Bidang Koperasi, Wirausaha, 

UMKM & Ekonomi Kreatif 

35 Erni Fitriasari, S.Pd, M.Pd Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan, Lingkungan 

Hidup & Penanggulangan Rencana 

36 Drs. Noveriawan Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat 

37 Drs. H. Ezwin Sugiharto Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu 

Dapil I 

38 Sugiyanto Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil II 

39. Rusdiyanto  Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil III 

40.  Dela Vera Andini  Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil IV 

41.  Yuliono Haris, SH Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil V 

42.  Java Hartono  Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Dapil VI 

43.  Holil Asyari, M.Pd Bendahara  

44.  Lilis Setyowati  Wakil Bendahara  

45.  Dra. Sulistiani  Wakil Bendahara 

46.  Hj. Nanik Subiyanti Wakil Bendahara 

47.  Kasiani Wakil Bendahara 

48.  Agus Trianis Wakil Bendahara 

49.  Indra Lely Harian I Wakil Bendahara 

50.  Laila Putri Ramadhani Wakil Bendahara 

51. Danny Prasetyawati  Wakil Bendahara 

52.  Ari Riastutik Wakil Bendahara 

53. Andik Khoirul Umam, S.Pd Ketua Bagian Organisasi  

54. Hani Prafsanjani  Ketua Bagian Kaderisasi & Keanggotaan  

55. Hariono  Ketua Bagian Pemuda & Olahraga  

56. Wisnu Aji Hendrawan  Anggota  

57. Bahriyatul Afiyah, S.Si Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan  

58. Etty Puji Lestari, SE Anggota  

59. M.N. Surya Hamdani  Ketua Bagian Hukum & HAM 

60. Yayuk Nur Indah Sari  Ketua Bagian Komunikasi, Media, dan 

Penggalangan Opini  

61. Sujarwo Adiono Ketua Bagian Tani, Nelayan & Perikanan  

62. Ahmad Ilfahim Ketua Bagian Pendidikan & Cendikiawan  

63. Cornelius Bagus Nugroho  Ketua Bagian Seni, Budaya & Pariwisata  

64. Susiana Ketua Bagian Kerohanian  

65. Umi Surati Ketua Bagian Tenaga Kerja & Pengembangan 

Profesi  

66. Hj. Sukimah Ketua Bagian Koperasi. Wirausaha, UMKM & 
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Ekonomi Kreatif  

67. Bambang Rudianto  Ketua Bagian Kesehatan, Lingkungan Hidup & 

Penanggulangan Bencana  

68. Lilik Lailiyah Ketua Bagian Pengabdian Masyarakat  

69. M. Homzin Faqeh Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Dapil I  

70. Lukman Yanuar Pribadi  Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Dapil Il 

71. Endang Hartatik Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Dapil Ill 

72. Sukarya  Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Dapil IV 

73. Dadang Sudarman  Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Dapil V 

74. I Gede Surya Negara  Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Dapil VI 

 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

1. Program Pendidikan DPD Partai Golkar Jember 

Partai golongan karya adalah salah satu kekuatan politik yang 

cukup kuat di Indonesia yang dapat diperhitungkan dalam ranah politik 

pada tingkat nasional maupun daerah, oleh karena itu perlu adanya 

program kerja yang memang membawa eksistensi kemajuan partai golkar 

yang berkaitan dengan pendidikan politik. Program kerja golongan karya 

melaksanakan pendidikan yang berkaitan terhadap pembinaan kader atau 

anggota yang mana dimulai dari struktur organisasi terendah mulai tingkat 

ranting sampai pada tingkatan pusat serta pendidikan politik dilaksanakan 

bagi masyarakat yang belum menjadi kader atau pun anggota partai. Partai 

golkar juga memiliki berbagai program kerja pendidikan politik yaitu 

sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Program Pendidikan Politik Partai Golkar 

 

No Nama Kegiatan Dasar Pemikiran Sasaran 

1 Konsolidasi Organisasi  Pentingnya penataan 

organisasi PG, 

ORMAS, SAYAP, 

Lembaga dan Badan  

Semua Organisasi 

dibawah PG 
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2 Karakterdes Mempunyai 

Kelompok Kader di 

setiap Desa berbasis 

Dusun 

Masyarakat dan 

Generasi Milenial  

3 Pendidikan Politik 

Perempuan 

31 kecamatan di 

Kabupaten Jember 

Kader Perempuan dan 

Masyarakat 

4 Majlis Pengajian  Mengembangkan 

jaringan simpatisan 

Golkar melalui majlis 

Pengajian  

Seluruh Masyarakat 

Jember  

 

Adapun latar belakang mengenai dengan pendidikan politik yang 

dilaksanakan oleh DPD partai golkar di Kabupaten Jember selain pemilu 

dan pengembangan kader, dalam hal ini DPD partai golkar ingin 

membuktikan kepada masyarakat bahwasanya partai yang baik adalah 

partai yang berperan aktif sebagai edukator. Diharapkan dengan adanya 

berbagai kegiatan pendidikan politik masyarakat dan kadernya ke 

depannya akan membawa pada bertambahnya pengetahuan terhadap 

politik dan juga untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara demokrasi yang baik.  

Pendidikan politik adalah suatu upaya-upaya pelaksanaan program 

yang dilaksanakan dengan sengaja oleh partai politik untuk menyiapkan 

serta membentuk karakter kader-kader dan masyarakat yang memiliki 

kesadaran politik dan juga mampu meningkatkan partisipasi politik untuk 

mencapai tujuan dari partai politik tersebut dalam melaksanakan 

pendidikan politik yaitu untuk dapat mencerdaskan kader militan dan 

partisipasi masyarakat. Dalam hal ini pendidikan politik mempunyai 

tujuan untuk dapat memberikan penjelasan ataupun pemahaman terhadap 
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masyarakat akan sadar terhadap pentingnya hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara Indonesia di Kabupaten Jember untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam mengatur jalannya kegiatan pemerintah dan negara 

dalam kehidupan. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu untuk 

dapat mengawasi jalannya gerak-gerik pembangunan negara tanpa harus 

memunculkan berbagai problematika baru yang mana akan dapat 

membahayakan masyarakat luas.  

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan politik merupakan salah satu tugas penting bagi partai 

politik manapun, terutama partai DPD partai golkar di Kabupaten 

Jember. Pada masa sekarang ini partai golkar merupakan salah satu 

partai tertua yang harus menjadi contoh baik bagi partai lainnya 

dalam pelaksanaan pendidikan politik. Urgensi dari adanya 

pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD partai golkar di 

Kabupaten Jember yaitu untuk dapat mencerdaskan pengetahuan 

masyarakat baik dari generasi muda maupun generasi tua dan juga 

untuk dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat yang aktif 

dalam berpolitik, dengan cara melaksanakan adanya sosialisasi dan 

diskusi publik. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat agar 

dapat paham terhadap sistem pemerintahan, pemilu perpolitikan 

dan juga demokrasi yang baik di negara Indonesia.
51

 

 

Adanya pendidikan politik merupakan bentuk pembelajaran kepada 

masyarakat tentang berbagai informasi politik maupun hak-hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara yang disampaikan secara langsung 

melalui berbagai kegiatan tertentu. Kegiatan pendidikan politik yang 

disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa 
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adanya paksaan dari pihak manapun dalam adanya kegiatan tersebut 

diharapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif tanpa adanya 

paksaan maupun tekanan.  

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Aep Ganda Permana, selaku 

wakil ketua bidang hukum dan HAM DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Partai politik pada dasarnya memiliki tugas penting yaitu untuk 

dapat menerapkan pendidikan politik bagi anggota, dan 

masyarakatnya. DPD partai golkar memiliki peranan penting dalam 

pelaksanaan pendidikan politik yaitu untuk dapat mencerdaskan 

masyarakat dan kadernya dalam menambah wawasan tentang 

perpolitikan yang baik, adanya pendidikan politik tersebut 

diharapkan masyarakat akan paham terhadap sistem pemerintahan, 

perpolitikan dan juga demokrasi yang ada di negara Indonesia. 

Pada zaman yang modern ini pengurus harus lebih giat lagi dalam 

melaksanakan pendidikan politik dengan menggunakan berbagai 

inovasi-inovasi yang dapat diterima oleh masyarakat.
52

 

 

Dari beberapa wawancara di atas dapat kita lihat bahwasanya yang 

melatarbelakangi adanya pelaksanaan pendidikan oleh DPD Partai Golkar 

di Kabupaten Jember, DPD partai golkar berharap agar masyarakat 

memiliki wawasan yang cerdas dan berpikir kritis dalam berpolitik. Bukan 

tidak dipungkiri dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan 

oleh partai golkar tidak bertujuan untuk mencerdaskan masyarakatnya. Hal 

tersebut yang melatarbelakangi DPD partai golkar mengadakan 

pendidikan politik diharapkan kedepannya masyarakat memiliki 

pengetahuan yang luas di bidang politik dan juga masyarakat diharapkan 

agar dapat memahami permasalahan-permasalahan yang ada di negara 
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Indonesia. Dipaparkan  oleh Uswatun Hasanah, selaku kader partai golkar 

Kabupaten Jember menyatakan bahwa: 

Dengan adanya kegiatan pendidikan politik kami sebagai kader ikut 

berpartisipasi dalam wujud untuk ikut memperjuangkan 

kebangkitan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk cerdas 

dalam melakukan setiap kegiatan politik yang bermanfaat untuk 

negara. Kegiatan ini harus rutin dilaksanakan oleh pengurus DPD 

partai golkar, agar kami kader dan masyarakat kedepannya menjadi 

warga yang paham terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga 

yang baik. 
53

 

 

Pendidikan politik dapat mengedukasi masyarakat yang belum 

paham terhadap politik tujuan selanjutnya yaitu untuk dapat memperkuat 

generasi-generasi kader yang berkualitas dan berintegritas. Pendidikan 

politik wajib dilakukan oleh DPD partai golkar untuk memperkokoh para 

kader yang selanjutnya dipersiapkan untuk bertarung pada ranah 

perpolitikan di negara Indonesia. Adanya pendidikan politik bagi kader 

juga untuk mempererat tali silaturahmi serta solidaritas mereka menuju 

Pemilu 2024. Tujuan terakhir adanya pelaksanaan pendidikan politik yaitu 

mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat dan 

juga kadernya.  

Dengan adanya latar belakang dilaksanakan pendidikan politik 

diharapkan masyarakat dan kadarnya menyadari hak kewajiban dan 

tanggung jawabnya berpolitik dan mendapatkan pendidikan politik oleh 

DPD partai golkar di Kabupaten Jember.  
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a. Konsolidasi Organisasi 

Dalam Undang-undang Nomor  2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik, DPD partai golkar di Kabupaten Jember memiliki fungsi 

untuk dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan 

politik bagi masyarakat. Bentuk program pendidikan politik yang 

dilakukan oleh DPD partai golkar di antaranya yaitu mengadakan 

konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi memiliki tujuan untuk 

dapat memantapkan akan ideologi dari partai politik yang menjadi 

panduan utama dalam melakukan perjuangan untuk dapat 

mewujudkan akan praksisnya atas nilai-nilai pancasila dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari dalam memantapkan ideologi 

partai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Panduan dasar akan konsolidasi organisasi juga mengarahkan agar 

terwujudnya semangat dan militansi dari anggota, kader, pengurus dan 

masyarakat bisa mencapai tingkatan organisasi yang baik untuk 

kemajuan negara Indonesia.  

Konsolidasi organisasi tersebut dilaksanakan secara horizontal 

dan vertikal yang perlu dikembangkan kedepannya untuk dapat 

meningkatkan akan daya dukung kelembagaan bagi berjalannya mesin 

partai politik secara efektif untuk dapat menjawab tantangan dan 

persaingan politik yang cenderung semakin kompetitif, desentralisasi 

struktur kepengurusan, baik dalam struktur fungsi maupun struktur 

tugas yang kedepannya untuk dapat menjamin akan kreativitas, 
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peningkatan kinerja kerja dan kemandirian kelembagaan partai politik 

pada tingkat daerah perlu adanya kesinambungan yang baik agar dapat 

dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.  

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPD Partai di Kabupaten 

Jember yang mana dilaksanakan di setiap Kecamatan yang 

memiliki tujuan secara umum yaitu agar masyarakat dapat 

memahami penyampaian materi mengenai kebijakan dari 

konsolidasi organisasi, pokok pembahasan yang disampaikan 

yaitu mengenai visi misi Partai politik, tujuan partai politik, 

fungsi dan kewajiban partai politik yang sudah diatur dalam 

Undang-undang Nomor  2 Tahun 2011 tentang partai politik 

tentang partai politik.
54

 

 

Dalam hal ini partai politik merupakan salah satu pilar 

demokrasi yang memiliki fungsi untuk mensejahterakan rakyat, dalam 

sistem politik demokratis memiliki peranan penting dalam proses 

konsolidasi demokrasi. Bentuk konsolidasi dari partai politik memiliki 

dua dimensi yaitu internal dan eksternal, Sebagaimana dipaparkan 

oleh bapak Aep Ganda Permana, selaku wakil ketua bidang Hukum 

dan HAM  DPD Partai Golkar Jember menyatakan bahwa:  

Konsolidasi internal pada tahun 2023 menjadi momentum 

yang dapat dimanfaatkan bagi partai politik untuk 

melaksanakan konsolidasi struktural dan agenda politik yaitu 

untuk memperkuat kepengurusan partai politik di tingkat 

provinsi, kabupaten, dan di tingkat kelurahan. Konsolidasi 

internal partai memiliki tujuan untuk dapat menyamakan 

persepsi agenda setting partai untuk kedepannya dengan cara 
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menerapkan solidaritas perjuangan sesuai dengan nilai-nilai 

ideologi kepartaian.
55

 

 

Adanya konsolidasi internal memiliki tujuan untuk 

memperkuat pengurus partai dan kader dalam penanaman nilai-nilai 

ideologi melalui komunikasi dan sosialisasi. Adanya kegiatan tersebut 

untuk memperkuat kelembagaan partai agar dapat dipandang oleh 

masyarakat memiliki orientasi dan potensi yang lebih baik untuk 

kedepannya. Sebagaimana pernyataan dari Riyanto Ardiansah, selaku 

kader partai golkar Jember bahwa: 

Dalam konsolidasi kader-kader golkar mendapatkan 

pendidikan khusus untuk dapat menanamkan nilai-nilai 

demokrasi, yang mana sebagai bekal untuk mengajak 

masyarakat ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh golkar, 

politik tanpa masyarakat tidak bisa apa-apa jadi adanya 

penguatan kader juga untuk dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat agar dapat cerdas dalam berpolitik.
56

 

 

Selanjutnya konsolidasi eksternal yang ditunjukkan kepada 

kehidupan masyarakat, dimana dalam konsolidasi ini berhubungan 

dengan institusi-institusi kemasyarakatan. Sebagaimana dipaparkan 

oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, selaku wakil ketua bidang 

organisasi DPD Partai Golkar Jember menyatakan bahwa:  

Kegiatan konsolidasi eksternal ini biasanya berkaitan dengan 

organisasi ormas, sayap, lembaga dan badan tokoh agama, 

tokoh masyarakat yang mana memiliki pengaruh kuat bagi 

masyarakat sekitar selanjutnya dalam kegiatan konsolidasi 

tersebut diadakan pemahaman terkait pendidikan politik yang 

bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat agar kedepannya 

paham terhadap politik dan dapat berpartisipasi baik dalam 

politik.
57
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Adanya kegiatan konsolidasi pendidikan politik tersebut 

diharapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam berpolitik dan 

memahami pentingnya politik bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan 

adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat memilih pemimpin yang 

baik untuk negara demokrasi yang lebih maju.  

Dengan demikian  konsolidasi organisasi memberikan tujuan 

untuk menata struktur kepengurusan dan kadernya agar memiliki 

kekuatan integrasi yang tinggi dan baik dan juga memperkuat 

pandangan masyarakat agar memiliki pemahaman partisipasi politik 

melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh masyarakat 

yang berpengaruh di wilayah tersebut.  

b. Kader Penggerak Teritorial Desa ( KARAKTERDES) 

Program kader penggerak teritorial desa atau sering disebut 

dengan karakterdes merupakan program pendidikan yang bersifat 

nasional yang memiliki tujuan untuk dapat membentuk gerakan kader 

di daerah khususnya di pedesaan yang berkualitas dan berintegritas 

untuk dapat mendukung pembangunan negara. Adanya program 

karakteristik tersebut diresmikan pada masa kepemimpinan DPP 

Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Dengan adanya karakterdes tersebut agar dapat mengantarkan 

negara kedepannya lebih baik dimana masyarakat dapat mewujudkan 
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cita-cita untuk kemandirian bangsa diharapkan dengan ajarannya 

program tersebut masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton saja, 

melainkan menjadi masyarakat yang bisa menyalurkan karya yang 

dipersembahkan untuk pembangunan negara Indonesia.  

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Kegiatan karakterdes ini biasanya berupa pendidikan karakter 

kepada generasi milenial dan juga pelatihan bakat minat 

kepada masyarakat guna mengembangkan potensi-potensi 

yang dimiliki, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan 

dapat mewadahi generasi milenial dalam masyarakat agar 

kedepannya bisa memiliki potensi yang yang terarah pada 

bakat minat yang dimiliki.
58

 

 

Dalam hal tersebut pelaksanaan karakterdes bagi generasi 

milenial merupakan suatu upaya-upaya dalam meningkatkan kader-

kader sebagai penggerak dan inti partai politik, sehingga kedepannya 

dapat menggerakkan akan program-program partai politik secara 

optimal dan maksimal yang kemudian adanya pelatihan dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan kader dan masyarakat 

selanjutnya disesuaikan dengan bakat dari setiap individu kader dan 

masyarakat sesuai kebutuhan. Dalam hal ini pengurus DPD Partai 

Golkar dalam kegiatan tersebut harus memfasilitasi kegiatan bakat 

minat bagi masyarakat dan kader.  
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Dalam program karakterdes pada kader milenial diadakan 

kegiatan yang berupa "Talk Show, Anti Money Perspektif Pemilih 

Pemula terhadap Pemilu 2024". Money politik merupakan media 

transaksional bagi calon kandidat dan pemilih untuk barter dalam 

pemilu atau sukses kepemimpinan.  Dalam kondisi yang saling 

menguntungkan tersebut yang membuat nilai-nilai demokrasi dalam 

pemilu menjadi luntur disebabkan dengan adanya money politik akan 

mencelakai kejujuran, sportivitas persaingan serta akan menimbulkan 

adanya persaingan yang tidak adil bagi calon-calon yang lainnya. 

Pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

DPD partai golkar Jember yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

politik money politik.  

Pemilihan umum di negara Indonesia merupakan aktivitas 

yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dalam hal tersebut Pemilu 

juga dijadikan sebagai demokrasi bagi masyarakat. Penerapan pemilu 

menggunakan asas langsung, universal, leluasa, rahasia serta adil 

(Luberjurdil). Dengan adanya asas tersebut masyarakat memiliki 

kebebasan dalam memilih calon pemimpin yang dikehendaki sesuai 

dengan hati nuraninya. Dengan adanya pemilihan di 2024 maka 

kegiatan talk show yang diadakan DPD partai golkar merupakan 

wujud dari upaya menanamkan budaya anti money politik untuk 

diterapkan bagi para pemilih pemula dengan adanya kegiatan tersebut 

diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang bersih.  
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Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Aep Ganda Permana, 

selaku wakil ketua bidang hukum DPD partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa :  

Politik uang sudah menjadi tradisi dalam pesta pemilu 

demokrasi di negara Indonesia yang tidak bisa dipungkiri yang 

memang mendarah daging di masyarakat. Politik uang tersebut 

menjadi kebiasaan yang membuat masyarakat berfikir tidak 

ada uang tidak akan menyalurkan suara bagi masyarakat 

terutama pada masyarakat awam yang masih kurang 

informasi.
59

 

 

Dengan adanya politik uang yang sudah mendarah daging di 

negara Indonesia, maka dari itu perlu adanya diskusi maupun 

sosialisasi jangka panjang untuk dapat memberikan pemahaman 

kepada para caleg dan  masyarakat agar tidak melakukan politik uang 

di negara Indonesia agar kedepannya negara ini maju dan jauh dari 

korupsi yang membuat negara hancur. 

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Adanya Talk show terhadap anti money politik bagi pemilih 

pemula  diharapkan masyarakat dan generasi muda agar bijak 

dalam memilih pemimpin pada pemilu 2024 dan juga 

diharapkan mereka jangan ikut serta dalam money politik yang 

dilakukan oleh para calon kandidat pemimpin 2024. Dengan 

adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat dan generasi 

milenial akan cerdas dalam berpolitik.
60

 

 

Praktek money politik di negara Indonesia sebenarnya sudah 

menjadi budaya masyarakat dalam pemilu/pilkada/pilkades, dalam hal 
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tersebut perlu adanya kegiatan untuk mencegah money politik yaitu 

mengadakan kegiatan talk show oleh DPD partai golkar di Kabupaten 

Jember yang memiliki tujuan agar dapat menumbuhkan keterampilan 

pemahaman politik di masyarakat bahwa money politik merupakan 

salah satu penyebab akan terjadinya kerusakan pada demokrasi di 

negara Indonesia dan akan memunculkan tindakan korupsi besar yang 

merugikan rakyat maupun negara. 

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Aep Ganda Permana, 

selaku wakil ketua bidang hukum DPD partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa :  

Adanya kegiatan talk show politik uang ini memang sangat 

penting untuk dapat dilaksanakan oleh setiap partai, 

dikarenakan realita yang ada dilapangkan berbagai politik 

saling bersaing untuk maju caleg dengan cara yang instan yaitu 

politik uang yang sangat berpengaruh bagi pemilihan para 

caleg untuk kepemimpinan selanjutnya, jadi sebenarnya partai 

politik sendiri mempunyai peranan penting yang masih belum 

banyak dilaksanakan yaitu  dengan mulai menerapakan dalam 

caleg bahwa politik uang itu tidak baik dan dan harus 

ditinggalkan sehingga merugikan masyarakat.
61

 

 

Kegiatan anti politik uang ini sangat penting diterapkan bagi 

para pengurus partai bukan hanya partai golkar saja, melainkan 

seluruh partai yang ada di Indonesia agar mereka dapat membawa 

masyarakat indonesia kedepannya lebih sejahtera dan bukan hanya 

memikirkan kepentingan pribadi. Politik uang ini sangat penting 

dilaksanakan untuk kalangan pemilih pemula dikarenakan pemilih 

pemula menganggap bahwa praktik money politik adalah bagian dari 
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pertukaran sosial maka akan menjadi bencana besar bagi demokrasi 

Indonesia, oleh karena itu perlu adanya pemahaman pentingnya 

penerapan pemilu yang baik dan benar bagi kalangan pemilu. 

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Memilih calon pemimpin harus berdasarkan asas luber jurdil, 

agar kedepannya pemerintah di negara demokrasi ini menjadi 

lebih baik dan dijauhkan dari para pemimpin yang korupsi 

terhadap uang negara yang membuat masyarakatnya 

sengsara.
62

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut adanya talk show mengenai 

money politik tersebut memberikan pemahaman kepada generasi 

pemilih pemula agar dapat bijaksana dalam memilih pemimpin bagi 

negara Indonesia.  

Selanjutnya pendidikan politik karakterdes adalah adanya 

program bakat minat untuk dapat mengasah kemampuan kader dan 

juga masyarakat. Bakat minat merupakan kegiatan untuk 

mengembangkan ataupun memberikan wadah bagi kader dan 

masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD partai golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Dalam hal ini bakat minat yang dilaksanakan oleh para 

pengurus yaitu mengadakan pelatihan keterampilan tata 
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busana/menjahit yang bertujuan untuk mencetak kader dan 

masyarakat yang produktif.
63

 

 

Kegiatan bakat minat bagi kader dan masyarakat diharapkan 

untuk dapat mengasah kemampuan yang dimiliki.  Kegiatan pelatihan 

tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat 

dan kadernya bisa mengasah kemampuan untuk kedepannya menjadi 

lebih baik. Sebagaimana dipaparkan oleh linda kusumawati selaku 

masyarakat jember menyatakan bahwa, 

Kegiatan pelatihan menjahit ini sangat bagus kami bagi 

masyarakat untuk dapat mengasah skill dan mengisi waktu 

luang masyarakat agar kami dapat mengembangkan potensi 

yang kami miliki, saya harap kegiatan ini tidak hanya sekali 

saja dilakukan akan tetapi kedepanya kegiatan pelatihan ini 

akan terus dilaksanakan untuk dapat mengembangkan potensi 

dari masyarakatnya. 
64

 

 

Pendidikan politik pada program karakterdes tersebut 

dilaksanakan memiliki tujuan untuk dapat mencerdaskan masyarakat 

dan juga menjawab keresahan masyarakat terhadap berbagai 

permasalahan yang ada di Indonesia. Pendidikan karakterdes tersebut 

dilaksanakan oleh DPD partai golkar di Kabupaten Jember bukan 

dilaksanakan secara asal-asalan melainkan sesuai dengan modul 

program kerja yang telah direncanakan secara terstruktur dimulai dari 

tujuan, pokok pembahasan dan lain sebagainya untuk keberhasilan 

kegiatan tersebut. 
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c. Pendidikan Politik  Perempuan  

Pendidikan politik pada kaum perempuan merupakan sebuah 

konsep isu yang tidak akan pernah habis pembahasannya untuk dapat 

didiskusikan dan juga dibicarakan. Adanya berbagai pandangan yang 

negatif terhadap kaum perempuan di negara Indonesia ini yang 

menyebabkan kaum perempuan selalu dinomorduakan dalam setiap 

kegiatan maupun pekerjaan, padahal di era yang digital perempuan 

sudah ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Dalam hal ini 

posisi dan hak-hak perempuan sebenarnya sudah diatur dalam hukum 

negara maupun hukum islam, akan tetapi budaya yang tampaknya 

masih menjadi permasalahan bagi peningkatan dan kualitas peran 

politik bagi perempuan. 

Sebagaimana dipaparkan oleh ibu Nilam Wulandari, selaku 

wakil ketua bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Golkar 

Jember menyatakan bahwa : 

Perempuan pada era digital sudah banyak perempuan memiliki 

peranan penting bagi kemajuan negara karena mampu 

memberikan partisipasi yang baik pada politik, namun 

terkadang masih ada saja yang memandang  bahwa perempuan 

itu bukan siapa-siapa kalau tidak ada laki-laki yang 

mendampinginya. Realita kehidupan yang sebenarnya 

sekarang banyak wanita yang gigih dan tangguh bisa 

menjalankan kehidupannya dengan baik.
65

 

 

Dengan hal tersebut partai DPD golkar jember sangat peduli 

dengan adanya keterwakilan perempuan di ranah politik di negara 

Indonesia. Partai politik DPD partai golkar Jember pada kepengurusan 
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2022-2024, melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang 

dikhususkan kaum perempuan di per kecamatan. Program rutinan 

yang sering dilaksanakan partai golkar di per kecamatan di Kabupaten 

Jember yang pertama yaitu kaderisasi penggerak politik perempuan. 

Sebagaimana dipaparkan oleh ibu Nilam Wulandari, selaku 

wakil ketua bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Golkar 

Jember menyatakan bahwa : 

Program kegiatan pertama yaitu terkait dengan penguatan 

kader di setiap kecamatan agar dapat menumbuhkan rasa 

tanggung jawab sebagai perempuan harus mampu 

berpartisipasi di ranah politik, karena kita hidup juga 

bersandingan dengan politik yang tidak bisa kita hindari. 

Adanya peran perempuan dalam politik diharapkan perempuan 

bisa maju dan sukses di berbagai bidang bukan hanya pada 

ranah politik saja melainkan harus dapat  berkembang ke 

berbagai bidang.
66

 

 

Dalam kegiatan keperempuanan tersebut juga memberi 

instruksi kepada para perempuan untuk ikut serta dalam perpolitikan 

di golkar dikarenakan perempuan memiliki 30% kursi 

keterwakilannya untuk dapat maju ke DPRD di Kabupaten Jember. 

Hal tersebut juga merupakan salah satu yang melatarbelakangi  

kegiatan politik perempuan di DPD partai Golkar. 

Dalam hal perpolitikan di Indonesia tujuan diadakannya 

program tersebut adalah agar kader-kader perempuan di politik 

memiliki kompetensi yang sama dengan laki-laki dalam ranah politik. 

DPD partai golkar memiliki harapan agar perempuan-perempuan ini 
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tidak hanya cerdas dalam politik akan tetapi dapat cerdas di berbagai 

bidang.  

Sebagaimana dipaparkan oleh ibu Nilam Wulandari, selaku 

wakil ketua bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Golkar 

Jember menyatakan bahwa : 

Program kaderisasi perempuan harus terus dilaksanakan 

sepanjang perjalanan partai golkar, program ini diadakan agar 

menumbuhkan tanggung jawab setiap kadernya. Pendidikan 

ini dilaksanakan agar kadernya bisa memaparkan terkait visi 

dan misi partai secara langsung akan nantinya masyarakat 

paham terhadap pilihannya. Dan kedepannya diharapkan partai 

golkar bukan hanya sekedar caleg-caleg saja di lembaga 

pemerintahan melainkan yang utama adalah mementingkan 

kepentingan negara dan masyarakat.
67

 

 

Dengan adanya pendidikan kader perempuan pada setiap 

Kecamatan di Kabupaten Jember diharapkan perempuan-perempuan 

agar tetap optimis dan percaya diri bahwa perempuan juga memiliki 

hak dan tanggung jawab dalam memajukan negara dan 

masyarakatnya. 

Kegiatan pendidikan politik perempuan selanjutnya berbagi 

kepada masyarakat pada hari Kartini, dalam memperingati hari Kartini 

perempuan DPD partai golkar mengadakan kegiatan berbagi sembako 

kepada masyarakat sekitar.  

Sebagaimana dipaparkan oleh ibu Nilam Wulandari, selaku 

wakil ketua bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Golkar 

Jember menyatakan bahwa : 
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Di hari Kartini kita rayakan dengan berbagi kepada orang lain 

agar dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Kita 

sebagai manusia harus bersyukur dan menghargai akan sosok 

perjuangan RA.Kartini yang mana beliau berjuang atas 

kesetaraan gender bagi kaum perempuan di negara Indonesia. 

Kita adalah perempuan-perempuan berilmu, tangguh, kuat, dan 

semangat dalam menebar kebaikan di sekitar kita.
68

 

 

Perjuangan Kartini sangatlah berjasa dalam memperjuangkan 

hak-hak perempuan pada dunia politik dan juga dalam berbagai 

bidang kehidupan para perempuan di negara Indonesia, yang membuat 

kaum perempuan kini bisa merasakan betapa hebatnya perjuangan 

Kartini. Kegiatan berbagi tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Seperti yang 

dipaparkan oleh Maryani selaku masyarakat Jember bahwa: 

Kegiatan dalam hari kartini ini sangat baik untuk dilakukan, 

karena kegiatan pembagian sembako sangat bermanfaat bagi 

masyarakat yang memang kurang mampu dan sangat 

membutuhkan, diharapkan partai golkar mengadakan kegiatan 

sosial ini bukan pada hari kartini hanya saja melainkan bisa 

lebih sering memikirkan masyarakat yang memang kurang 

mampu.
69

 

 

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kartini sangat 

membawa berkah bagi masyarakat di Kabupaten Jember, karena 

banyak masyarakat yang terbantu dengan kebutuhan ekonomi yang 

sekarang serba mahal. Kedepannya diharapkan partai golkar dapat 

mengadakan kegiatan sosial bukan hanya pada hari kartini saja, 

melainkan hari-hari penting lainnya. 
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d. Majlis Pengajian 

Manusia secara hakikatnya merupakan makhluk Tuhan yang 

Individu, selain sebagai makhluk yang individu manusia juga 

dikatakan sebagai salah satu makhluk sosial yang bergantung pada 

manusia lainnya. Dalam kehidupan di muka bumi ini tidak ada 

satupun manusia yang hidup tanpa peranan dari manusia yang lainnya. 

Manusia di muka bumi ini saling membutuhkan satu sama lain jadi 

hubungan sosial antara manusia satu dan manusia yang lain harus 

berjalan baik dalam kehidupan sehari-hari. DPD Partai Golkar Jember 

untuk mengetahui karakteristik dari masyarakatnya yaitu 

menggunakan pendekatan melalui tokoh agama tokoh masyarakat dan 

beberapa orang yang berpengaruh di sekitar masyarakat Kabupaten 

Jember. 

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Hasan Mustajab, selaku 

masyarakat Jember menyatakan bahwa:  

Dalam pelaksanaan pendidikan politik partai golkar mengajak  

tokoh agama dan masyarakat untuk  mengadakan pengajian 

ataupun doa bersama selanjutnya masyarakat diberikan 

pemahaman terkait materi pendidikan politik agar kedepannya 

masyarakat cerdas dan pintar dalam berpolitik. Hal tersebut 

bagus untuk terus dilaksanakan setiap bulannya meski masih 

banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi.
70

 

 

DPD partai golkar di Kabupaten Jember memanfaatkan saya 

partai yang mempunyai fungsi berbeda, seperti dalam bidang 

kerohanian atau keagamaan seperti MDI (Majelis Dakwah Islamiah) 
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organisasi tersebut memiliki kegiatan rutinan setiap bulannya untuk 

dapat menyampaikan berbagai informasi politik yang disampaikan 

oleh ulama-ulama atau tokoh masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kehidupan 

beragama yang baik dan bernegara yang baik kepada masyarakat.  

Kegiatan keagamaan ini merupakan program dalam jangka 

panjang dimana dalam kegiatan tersebut ditunjukkan kepada 

masyarakat di Kabupaten Jember. Dengan adanya pendidikan 

keagamaan diharapkan menjadi sebuah perubahan yang di mana 

masyarakat akan memiliki tatanan tingkah laku individu maupun pada 

tatanan kehidupan sosial agar kedepannya menjadi lebih baik. 

Pendidikan keagamaan memiliki peranan yang sangat penting bagi 

masyarakat Jember baik secara formal maupun nonformal agar dapat 

menumbuhkan dasar baik jasmani dan rohani sehingga dapat 

menjalankan tugas sehari-harinya dengan baik.  

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, 

selaku wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Acara pengajian rutinan keagamaan untuk di sekretariat DPD 

partai golkar Jember mber dilakukan 1 bulan sekali dengan 

dihadiri oleh para pengurus, anggota atau kader golkar dan 

mengundang penceramah untuk memberikan pencerahan 

keislaman. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan rutinan 

lainnya dilaksanakan di perkecamatan kegiatan tersebut 

dilaksanakan di sekitar masjid atau mushola sekitar yang 

selanjutnya kegiatan tersebut dapat berupa pembacaan surat 
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Yasin, tahlil yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman 

pendidikan politik.
71

 

DPD partai golkar di Kabupaten Jember sebagai salah satu 

partai terbesar di Indonesia mempunyai tugas penting yaitu untuk 

dapat menciptakan kader-kader yang berkompeten dan cerdas bukan 

hanya di bidang politik saja melainkan juga cerdas di bidang 

keagamaan.  

2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai 

Golkar Jember 

Pendidikan politik dalam perspektif undang-undang nomor 2 tahun 

2011 tentang partai politik memiliki tujuan untuk dapat menjalankan hak 

dan kewajiban sebagai warga negara yang mana didalamnya memiliki 

tujuan utama yaitu untuk mencerdaskan generasi milenial dan masyarakat 

dalam menghadapi permasalahan-permasalahan politik dengan cara yang 

baik dan benar serta dapat memberikan arahan kebaikan kepada 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal tersebut pendidikan 

politik dapat memberi arahan kepada masyarakat di negara Indonesia agar 

hidup damai dan berdampingan dengan solidaritas dan saling menghargai 

pendapat orang lain. 

Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD partai 

golongan karya di Kabupaten Jember tidak bisa kita pungkiri bahwa ada 

saja hambatan-hambatan untuk mencapai terlaksananya proses kegiatan 

pendidikan politik tersebut. Dalam melaksanakan proses kegiatan 
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pendidikan politik partai DPD golkar mendapatkan hambatan dalam 

prosesnya yaitu dipaparkan bapak Aep Ganda Permana, selaku wakil ketua 

bidang Hukum dan HAM  DPD Partai Golkar Jember menyatakan bahwa:  

Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik salah satunya masih 

banyak masyarakat tidak peduli dan acuh tidak acuh terhadap 

politik, dalam adanya hambatan tersebut DPD partai golkar harus 

memberikan arahan serta pemahaman mengenai pentingnya 

berpolitik, demokrasi, kewajiban bernegara dan lain sebagainya.
72

 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Uswatun Hasanah yang 

menyatakan bahwa pentingnya solidaritas dan tanggung jawab antara 

pengurus dan para kader untuk mewujudkan kerjasama yang baik bahwa: 

Pentingnya sikap solidaritas yang mana harus diterapkan sejak 

awal kepengurusan untuk kejayaan kader dan partai yang dapat 

menaungi masyarakat. Dengan adanya solidaritas yang tinggi dari 

kader dan masyarakat dalam mengenal politik maupun berpolitik 

untuk dapat menyukseskan semua kegiatan politik DPD partai 

golkar di Kabupaten Jember. Masyarakat tidak dapat dipungkiri 

memiliki rasa malas dalam berpolitik kecuali diiming-imingi 

dengan uang (apatis) jadi mereka tidak memiliki jiwa yang besar 

untuk berpolitik, padahal dalam kehidupan sehari-hari kita tidak 

dapat lepas dari politik.
73

 

 

Karakteristik masyarakat yang beragam menjadi salah satu faktor 

dimana partai politik memiliki kewajiban dalam memberikan arahan yang 

sesuai dengan karakter dari setiap masyarakatnya untuk dapat memiliki 

pemikiran yang sejalan dengan berjalannya aturan yang ada di Indonesia. 

Oleh karena itu partai politik dituntut mampu berkontribusi dalam 

menyikapi setiap karakter dari masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa masyarakat masih berfikir bahwa dunia perpolitikan kejam karena 
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para pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan masih banyak yang korupsi 

uang rakyat. Seperti yang dipaparkan Maryani Selaku Masyarakat Jember: 

Kegiatan yang diadakan oleh partai golkar jember memang bagus, 

namun kami sebagai masyarakat awam kadang masih belum 

paham terkait apa yang disampaikan oleh pemateri ketika mereka 

memaparkan informasi, yang kami pahami hanya sekedar ikut-

ikutan saja itupun kalau kami malas mengikuti kegiatan tersebut.
74

 

 

Kendala dari masyarakat sendiri kadang memang masih belum 

memahami apa yang disampaikan pemateri terkait pentingnya perpolitikan 

bagi kehidupan sehari-hari. Masyarakat terkadang perlu adanya 

pendekatan yang lebih intens agar dapat memahami apa yang disampaikan 

oleh pemateri. Dalam kegiatan tersebut masyarakat belum dapat 

merasakan pentingnya memahami perpolitikan, karena yang mereka 

pedulikan di masa sekarang bukan tentang politik melainkan bagaimana 

cara mendapat uang untuk makan besok hari. Sebagaimana dipaparkan 

oleh Hasan Mustajab, selaku Masyarakat Jember :  

Kegiatan pendidikan politik yang kami ikut sering saja kami 

masih tidak paham apa yang disampaikan, pokoknya kita diajak 

kegiatan seminar atau lain sebagianya kami masih ikut-ikutan 

saja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai pasti ada saja 

kendala, yang kami rasakan kadang kami masih kurang kesadaran 

dan partisipasi untuk kegiatan politik dikarenakan berbagai 

kegiatan pekerjaan yang kami harus lakukan setiap harinya, tapi 

setidaknya kami sebagai masyarakat kadang-kadang masih mau 

ikut apabila diajak dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh 

partai.
75
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Kurangnya kepedulian dari masyarakat yang membuat kegiatan 

pendidikan partai politik terkadang tidak membawakan hasil, yang mana 

masyarakat bersifat sinis dan apatis mereka berpikir bahwa gerakan-

gerakan ataupun ucapan mereka hanya untuk mengelabui masyarakat saja 

yang dianggap palsu yang membuat sulit dari partai politik untuk 

mengajak andil masyarakat dalam perpolitikan. Penjelasan dipaparkan 

oleh Riyanto Ardianysah selaku kader DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan: 

Kendala dalam kegiatan tersebut yaitu banyaknya seruan dari 

masyarakat yang tidak peduli sama sekali terhadap politik, mereka 

berpikir bahwa di dalam politik banyak yang korupsi terhadap 

uang rakyat yang diambil oleh para pejabat, dengan adanya 

pemikiran tersebut partai Golkar harus bisa memberikan 

pemahaman ataupun arahan yang baik terkait berpolitik, 

berdemokrasi yang baik sebagai warga negara.
76

 

 

Masyarakat memiliki berbagai sifat dan karakteristik yang 

menjadikan faktor partai politik untuk dituntut dapat memberikan arahan 

yang sesuai dengan karakter yang dimiliki setiap masing-masing 

masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Partai 

politik memiliki tugas untuk dapat berkontribusi dalam menyikapi 

berbagai sikap yang ada pada masyarakatnya. Selanjutnya pemaparan dari 

AEP Ganda Permana selaku wakil ketua bidang Hukum dan HAM  DPD 

Partai Golkar Jember menyatakan bahwa:  

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tidak semaunya 

dianggarkan oleh pemerintah, karena anggaran yang didapat untuk 

program yang ada di partai itu tergantung jumlah kursi dari partai 
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golkar yang ada di DPRD,yang mana uang yang diberikan tidak 

dapat mencukupi maka partai politik sendiri yang mengelolah 

keuangan dengan meminta uang seikhlasnya kepada pengurus.
77

 

 

Dana anggaran merupakan hal paling penting dalam terwujudnya 

pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, dalam hal tersebut partai golkar 

harus memiliki berbagai cara agar kegiatan pendidikan politik terus 

berjalan dengan mencari dana menggunakan berbagai metode manajemen 

keuangan, agar kedepannya dapat terwujudnya kegiatan secara lancar.  

Partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik tidak ada 

sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakan fungsi sebagai partai 

politik atau sanksi bagi partai politik. Tetapi, jika sebuah partai politik 

tidak mencantumkan atau tidak memuat pendidikan politik pada Anggaran 

Dasarnya (AD), maka atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi 

administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan 

hukum oleh Kementerian. Sebagaimana dipaparkan bapak Aep Ganda 

Permana, selaku wakil ketua bidang Hukum dan HAM  DPD Partai Golkar 

Jember menyatakan bahwa:  

Apabila partai politik tidak melaksanakan pendidikan politik tidak 

ada ketentuan sanksi Undang-undangnya, akan tetapi adanya 

sanksi pemecatan ketua partai dan penolakan pendaftaran Partai 

Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
78

 

Dari Hasil Wawancara dalam pelaksanaan pendidikan politik 

bahwa Kendala-kendala pendidikan politik yaitu: sikap malas, masyarakat 

yang datang masih belum paham terhadap esensi dari pendidikan politik, 
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kurang kepedulian masyarakat terhadap politik dan juga kurangnya 

anggaran dan biaya dalam pelaksanaan pendidikan politik. 

3. Solusi Dari DPD Partai Golkar golkar Dalam Menghadapi Kendala-

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Kabupaten 

Jember 

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten 

Jember tidak dapat dipungkiri ada saja kendala-kendala maupun hambatan 

yang memang harus memiliki solusi agar kedepannya kegiatan pendidikan 

politik akan lebih baik daripada kegiatan sebelumnya. Dalam kegiatan 

pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD partai golkar Jember 

terdapat beberapa kendala yang memang membutuhkan solusi.  

Sebagaimana dipaparkan oleh Nilam Wulandari, selaku wakil 

ketua bidang Pemberdayaan Perempuan DPD partai golkar Jember 

menyatakan bahwa : 

Banyak masyarakat yang malas dalam ikut berpartisipasi pada 

kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPD Partai 

di Kabupaten  Jember, solusi dalam menghadapi kemalasan dari 

masyarakat yang memang kurang mau berpartisipasi sebaiknya 

memberi pengarahan secara pendekatan sosial dengan 

menumbuhkan pentingnya rasa tanggung jawab sebagai warga 

yang baik dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat 

juga memiliki peranan penting untuk dapat memajukan negara 

yang demokrasi agar kedepannya lebih baik lagi.
79

 

 

Setiap masyarakat membutuhkan bantuan dari masyarakat lain, 

sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga 

keutuhan dan kemajuan negara dengan cara ikut berpartisipasi atas 
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berlangsungnya kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Jember. Dengan 

adanya pendekatan sosial dari para pengurus terhadap masyarakat maka 

akan menjadi salah satu solusi kedepannya kegiatan pendidikan politik 

akan lebih baik dan dapat berjalan dengan lancar. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan kendala yang ada yaitu 

masyarakat yang datang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, akan 

tetapi kebanyakan masyarakat masih banyak yang tidak memahami terkait 

esensi dan materi yang disampaikan oleh narasumber, maka dari perlu 

adanya solusi agar kedepannya masyarakat dapat memahami informasi 

yang disampaikan oleh partai politik. Sebagaimana dipaparkan oleh bapak 

Aep Ganda Permana, selaku wakil ketua bidang Hukum dan HAM  DPD 

Partai Golkar Jember menyatakan bahwa:  

Permasalahan yang memang sering terjadi ketika pelaksanaan 

kegiatan pendidikan politik masih banyak masyarakat yang tidak 

memahami apa yang disampaikan, maka dari itu solusi yang baik 

kedepannya pengurus akan membuat metode-metode penyampaian 

yang lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, agar 

kedepannya masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan 

oleh partai politik.
80

 

 

Dengan adanya metode-metode penyampaian yang baru sesuai 

dengan berkembangnya dunia digital diharapkan nantinya masyarakat 

akan mampu memahami apa yang disampaikan dan ikut  berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD partai golkar Jember, 

sehingga masyarakat kedepannya dapat dapat terbuka terhadap pemikiran 

politik yang dianggap buruk di lingkungan masyarakat. Kemudian kendala 
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yang lain pada kegiatan pendidikan politik seperti yang disampaikan 

dipaparkan oleh bapak Edward Mas'ud Madjid, selaku wakil ketua bidang 

organisasi DPD Partai Golkar Jember menyatakan bahwa:  

Kendala yang sering terjadi pada kegiatan pendidikan politik 

kurangnya kepedulian masyarakat terhadap urusan politik karena 

beberapa masyarakat menganggap kegiatan yang dilaksanakan 

hanya memikirkan kalangan elit saja dan tidak memikirkan 

masyarakat, solusi dalam menghadapi kendala tersebut pengurus 

harus dapat memberikan pemahaman bahwa partai politik juga 

memikirkan permasalahan yang ada di masyarakat, partai DPD 

kedepannya akan memberikan konsultasi terhadap permasalahan 

yang ada di masyarakat.
81

 

 

Selanjutnya, kendala yang utama sering terjadi dalam kegiatan 

pendidikan politik. Sebagaimana dipaparkan oleh Aep Ganda Permana, 

selaku wakil ketua bidang Hukum dan HAM  DPD Partai Golkar Jember 

menyatakan bahwa:  

Kendala yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan 

politik yaitu kurangnya anggaran yang mencukupi sehingga 

kegiatan pendidikan politik terhambat, solusi untuk kedepannya 

diharapkan pemerintah dapat memberikan anggaran yang sesuai 

dengan program kerja yang disiapkan oleh partai politik agar 

ketika dilaksanakan pendidikan politik pengurus tidak bingung 

mencari tambahan dana untuk terlaksananya kegiatan pendidikan 

politik.
82

  

 

Partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik belum 

ada peraturan yang mengatur tentang ada sanksi bagi partai politik yang 

tidak melaksanakan fungsi sebagai partai politik atau sanksi bagi partai 

politik. Namun adanya sanksi pemecatan ketua partai dan penolakan 

pendaftaran partai politik pada badan hukum oleh Kementerian. 
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Seharusnya pemerintah atau lembaga pembuat Undang-undang membuat 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi 

bagi partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik. 

Dengan demikian, diharapkan kedepannya kegiatan pendidikan 

politik yang dilaksanakan oleh DPD partai golkar Jember dapat berjalan 

dengan lancar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar 

memberikan ruang berpikir masyarakat dalam melakukan suatu tindakan 

untuk kehidupan selanjutnya.  

C. Pembahasan Temuan  

Dari hasil penelitian serta penyajian data diatas maka pada bagian ini 

akan membahas mengenai temuan dari sebuah penelitian.  

1. Program Pendidikan Politik DPD Partai Golkar Jember 

Menurut Ruslan pendidikan  politik adalah  suatu upaya-upaya 

yang dilakukan oleh berbagia lembaga-lembaga pendidikan yang ada di 

negara Indonesia, lembaga tersebut bersifat formal maupun lembaga yang 

non-formal, yang mana memiliki tujuan  untuk dapat menumbuhkan dan 

membentuk diri pada kepribadian politik masyarakat yang sesuai dengan  

kultur politik yang bergerak pada lembaga-lembaga tersebut, kemudian 

dengan adanya hal tersebut dapat diharapkan masyarakat sadar dan mampu 

ikut berpartisipasi dalam persoalan-persoalan umum yang terjadi di 

masyarakat untuk kedepannya mengantarkan pada suatu perubahan yang 

lebih baik daripada sebelumnya.
83

 Pendidikan politik yang dilakukan  oleh 
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DPD partai golkar memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas 

pribadi yang sadar akan akan hak dan kewajibannya di dunia perpolitikan 

dalam berpartisipasi pada kegiatan pendidikan politik tersebut. Relasi yang 

harus dimiliki masyarakat terhadap partisipasinya dalam kegiatan 

pendidikan politik akan memunculkan individu dari masyarakat tersebut 

untuk dapat menumbuhkan jiwa-jiwa yang bertanggung jawab secara aktif 

untuk dapat mengikuti perkembangan zaman di dunia perpolitikan yang 

tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam kegiatan pendidikan politik yang ditegaskan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi 

Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 2 sudah dijelaskan bahwa 

kegiatan pendidikan tersebut memang harus dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan UU yang berlaku, karena pemerintah telah memberikan 

kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan politik.
84

 

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah 

di Kabupaten Jember diharapkan membuat masyarakat akan sadar 

terhadap rasa tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk dapat 

menjalankan hak dan kewajibannya untuk sama-sama mewujudkan 

demokrasi Indonesia kedepannya lebih baik. Dengan adanya pendidikan 

dapat menjadikan dari setiap individu-individu agar cerdas dan 

bertanggung jawab dalam  menyikapi perpolitikan yang ada pada zaman 

sekarang. Pendidikan politik tersebut penting diberikan kepada segala 
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lapisan masyarakat dikarenakan pendidikan tersebut ditujukan untuk dapat 

membentuk kesadaran terhadap individu-individu untuk dapat 

memberikan aspirasi yang bijak berupa masukan maupun kritikan terhadap 

pemerintah maupun negara. Pada UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai 

Politik juga sudah dijelaskan secara jelas pada pasal 1 ayat 4 bahwa 

pendidikan politik merupakan kegiatan yang menjadi hak bagi masyarakat 

dan juga kewajiban bagi partai politik untuk  menyelenggarakan kegiatan 

tersebut agar kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat berkerja sama 

untuk membangun negara yang sejahtera.
85

 

Menurut pendapat Kartono juga ada 2 tujuan dari adanya pendidikan 

politik yaitu yang pertama untuk dapat membuat rakyat (individu, klien, 

anak didik, dan warga masyarakat) mampu memulihkan atas situasi sosial 

politik yang penuh dengan problematika, memiliki keberanian untuk dapat 

memberikan kritik dan saran yang dapat membangun terhadap kondisi 

masyarakat yang masih kurang stabil ataupun tidak mantap, aktivitas yang 

diandalkan pada kegiatan proses demokrasi yang sejati dan untuk dapat 

memperjuangkan atas kegiatan yang berdasarkan ideologi pancasila 

khususnya yang mana memiliki kolaborasi dengan kesejahteraan dan 

keamanan bagi kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan 

yang kedua untuk dapat memperhatikan akan peranan insani dari setiap 

individu sebagai warga negara untuk dapat mengembangkan kemampuan 

dan bakat yang dimiliki seperti wawasan, sikap, pengetahuan, 
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keterampilan dan lain sebagainya, dengan adanya peranan insani tersebut 

diharapkan masyarakat akal ikut aktif berpartisipasi dalam proses 

mewujudkan politik demi pembangunan bangsa dan negara.
86

 Dapat kita 

sadari bahwa pelaksanaan pendidikan politik sangat memiliki peranan 

penting untuk dapat mencerdaskan masyarakat yang berkualitas dan  

berintegritas. Adanya program pendidikan yang dilaksanakan oleh DPD 

partai golkar di Kabupaten Jember kedepannya akan memberikan 

pengetahuan terhadap politik dan juga akan membuat masyarakat akan 

sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.  

a. Konsolidasi Organisasi 

Pendidikan politik pada konsolidasi organisasi ini dapat 

dikaitkan dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada 

pasal 11 ayat (1) huruf (a) tentang partai politik yang menjelaskan 

bahwa partai politik diwajibkan untuk dapat mewujudkan fungsinya 

secara konstitusional dengan melaksanakan pendidikan politik kepada 

para kader dan anggota partai politik dan juga masyarakat luas.
87

 Partai 

golkar di Kabupaten Jember melakukan kegiatan ini yang bertujuan 

untuk dapat menata struktur kepengurusan dan dan kadernya agar 

dapat memiliki kekuatan integrasi yang kuat dalam mewujudkan 

program-program kerja yang kedepanya akan dapat disalurkan kepada 

masyarakat.  
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Konsolidasi dilaksanakan bertujuan agar nanti kedepannya 

partai politik dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam kebijakan 

publik dan juga untuk dapat memperkuat ideologi, organisasi, kader, 

program, sumber daya partai dan juga dapat mendorong untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana semakin tahun 

semakin maju. Penguatan konsolidasi dalam setiap partai  diharapkan 

menjadi wujud ataupun solusi untuk mencapai sebuah kemakmuran 

dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.   

Adanya konsolidasi diharapkan para pengurus, kader dan 

masyarakat kedepannya bisa saling bekerjasama untuk dapat 

membangun negara yang sejahtera. Konsolidasi ini diadakan juga 

untuk dapat mengatur sistem perpolitikan yang terkadang masih harus 

ada penerapannya pada masyarakat bukan hanya sekedar program saja 

yang ada melainkan implementasi pada masyarakat sangat di 

harapakan dari berbagai pihak untuk kemakmuran negara dan 

masyarakat.  

b. Karakterdes  

Partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai 

Politik pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa merupakan sebuah 

organisasi yang bersifat nasional dengan adanya sekelompok warga 

negara Indonesia yang mana secara sukarela  atas kesamaan  kehendak 

untuk dapat memperjuangkan dan juga membela berbagai kepentingan 

anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
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NKRI berdasarkan UUD 1945.
88

 Dalam pemaparan tersebut 

pendidikan yang disalurkan kepada generasi muda untuk mendapatkan 

pelatihan dan juga sosialisasi politik yang kedepannya dapat mencetak 

generasi-generasi milenial yang dapat mewujudkan cita-cita pada masa 

yang akan datang. Adanya kegiatan karakterdes memiliki tujuan untuk 

menciptakan generasi yang profesional, kuat, militan dan tangguh 

dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di negara. 

Pada salah satu kegiatan pendidikan politik Karakterdes adalah 

adanya Talk Show Anti Money Perspektif Pemilih Pemula terhadap 

Pemilu 2024, negara Indonesia merupakan salah satu negara 

demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika yang mana harus 

mengimplementasikan pemilihan yang bersih tanpa harus adanya 

politik uang di negara kita yang mana sudah turun-temurun dari 

pemerintahan sebelumnya yang memang harus dibenahi dari sejak 

sekarang ini. Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Noor 

Harisudin bahwa politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi 

orang lain dengan cara menggunakan imbalan  materi, atau yang dapat 

diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan 

tindakan membagi-bagi uang baik milik pribadi atau partai untuk 

mempengaruhi suara pemilih, maka dari itu pemilu 2024 tidak akan 
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bersih dari politik uang jika kita tidak ikut serta melakukan perubahan 

itu sendiri.
89

 

Adanya program pendidikan karakterdes memiliki keterkaitan 

teori yang dimiliki oleh Miriam Budiardjo yaitu sebagai sarana 

sosialisasi politik yang mana dalam sosialisasi tersebut berjalan 

melalui orang dalam masyarakat tertentu untuk dapat belajar mengenai 

terhadap sistem politik.90 Padahal ini sosialisasi berupa talk show 

tentang money politik bagi pemilih pemula yang mana dengan 

penerapan kegiatan tersebut diharapkan pemilih pemula dalam 

pemilihan umum di negara Indonesia yang akan diadakan pada tahun 

2024 diharapkan bagi para pemula agar dapat mewujudkan demokrasi 

yang bersih. Pemilihan umum di Indonesia yang merupakan aktivitas 

yang mana dilaksanakan 5 tahun sekali tersebut kedepannya dapat 

dijadikan sebagai pemilihan umum yang jujur agar demokrasi di 

Indonesia kedepannya lebih baik. Penerapan pemilu diharapkan 

menggunakan asas langsung universal, leluasa, rahasia serta adil tanpa 

adanya praktik politik uang baik masyarakatnya maupun para 

pemimpinnya. 
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c. Pendidikan Politik Perempuan 

Pendidikan politik seperti yang dikatakan oleh Rochayat Harun 

dan Sumarno dalam pelaksanaan sistem negara memiliki tujuan untuk 

mempersiapkan  generasi penerus bangsa sebagia penerima pelanjut 

sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya).
91

 Dalam 

hal ini perempuan juga merupakan salah satu generasi penerus bangsa 

dimana Negara Indonesia sebagai negara demokrasi dimana kehadiran 

politik adalah salah satu keniscayaan yang mana diharapkan dapat 

menjadi aspirasi dari masyarakat, penyeimbang kekuasaan politik serta 

sebagai salah satu saran pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah 

yang berkuasa. Salah satu pendukung dari demokrasi yang potensial 

adalah kaum perempuan dalam ranah perpolitikan di negara Indonesia. 

Partai politik golkar di Kabupaten Jember dalam dunia pendidikan 

politik harus memiliki arahan yang jelas untuk dapat menunjukkan 

kemampuan kekuatan kaum perempuan dalam menunjukkan jati 

dirinya pada ranah politik. Adanya pendidikan politik perempuan 

bertujuan untuk dapat membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan 

perempuan yang masih sering dianggap remeh oleh para kaum laki-

laki.  

Walaupun pada masa sekarang sudah mulai banyak perempuan 

yang bermunculan pada ranah politik, akan tetapi realita yang ada di 

lapangan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan 
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aspirasi dari masyarakat. Politisi perempuan sangat diharapkan dapat 

berkiprah untuk memberikan sebagai penyeimbang dan warna dalam 

politik yang terus berjalan, akan tetapi karena kurangnya pengalaman, 

faktor sosial dan budaya, dan pendidikan mengakibatkan perempuan 

masih minim dalam kancah partai politik. Dalam hal ini partai politik 

khususnya DPD golkar di Kabupaten Jember dapat memberikan dalam 

peningkatan peranan politik perempuan untuk dapat mengembangkan 

demokrasi dan juga dapat memberikan pemahaman yang cerdas bahwa 

perempuan juga mampu bergulat dalam ranah politik. 

Berdasarkan beberapa kegiatan pendidikan politik perempuan 

di DPD partai golkar Kabupaten Jember, dapat diketahui keterkaitan 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 

pasal 29 ayat 1 (a)92 bahwa dalam pelaksanaan kaderisasi secara 

demokratis rendahnya keikutsertaan  keterwakilan perempuan pada 

partai politik sedikit banyaknya berhubungan terhadap berbagai isu 

kebijakan terkait kesetaraan gender menurut realita di lapangan 

partisipasi perempuan di partai golkar masih di bawah 30%. Dalam hal 

tersebut partai golkar tetap melakukan penguatan kadar perempuan 

untuk dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan agar 

kedepannya dapat terwujud kesejahteraan yang peradilan gender.  

 

 

                                                           
 

92
 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 1 huruf a. 

 



97 

  

 

d. Majelis Pengajian 

Pada AD/ART Partai Golkar Dalam Pasal 37 Ayat (4) yang 

menjelaskan terkait organisasi yang didirikan oleh Partai GOLKAR, 

yaitu: 

1) Satuan Karya Ulama Indonesia (Satkar Ulama) 

2) Majelis Dakwah Islamiah  

3) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia 

4) Pengajian Al-Hidayah 

5) Himpunan Wanita Karya (HWK)
93

 

Dalam program yang dilaksanakan oleh partai golkar yaitu 

sesuai dengan AD/ART yang mana pengajian majlis tersebut 

dilaksanakan dalam setiap bulannya dalam rangka menyambung tali 

persaudaran dan juga meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan kepada 

Allah SWT. Setelah dilakukan pengajian maka pengurus atau tokoh 

agama memberikan sedikit pendidikan politik berupa informasi yang 

berkaitan dengan pentingnya perpolitikan dan keikutsertaan 

masyarakat dalam berpartisipasi secara sadar akan hak dan 

kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan dari beberapa program pendidikan yang 

dilaksanakan oleh DPD partai golkar di Kabupaten Jember, dapat 

diketahui keterkaitan dengan teori partai politik dan pendidikan politik 

yaitu dijelaskan definisi dari teori partai politik yang mana dipaparkan 
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berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 

Pasal 1 Ayat 1, 94 dalam hal ini partai politik adalah sekelompok warga 

negara yang memiliki kepentingan bersama untuk dapat membela 

kepentingan anggota dan warga negara. Dalam kepentingan tersebut 

setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan 

politik yang diselenggarakan oleh partai politik di Indonesia. 

Berdasarkan realita dari hasil temuan di lapangan, bahwasanya Partai 

Golkar Jember telah melaksanakan program-program kegiatan 

pendidikan politik. Dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan 

pendidikan politik yang bersifat transparan agar masyarakat dapat 

memiliki kepercayaan terhadap lembaga-lembaga misalnya lembaga 

partai politik dan lain sebagainya. Urgensi dari adanya pendidikan 

politik untuk dapat mencerdaskan masyarakat dapat memberikan hak-

haknya dan juga masyarakat nantinya dapat merasakan demokrasi 

yang baik dengan mengikuti pemilu sebagai partisipan yang baik. 

2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik  Oleh DPD Partai 

Golkar Jember 

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD partai 

golkar Jember sudah berperan walaupun belum maksimal, dikarenakan 

dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi jika 

dikaitkan dengan teori dari Kartini Kartono, terdapat berbagai kendala 

dalam pelaksanaanya baik untuk pengurus, kader, dan masyarakatnya. 
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Dalam hal ini yang membuat kegiatan pendidikan politik tidak maksimal 

dalam pelaksanaanya.  

       Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu seperti 

masyarakat malas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena 

mereka menganggap apa yang mereka katakan semuanya adalah palsu atau 

kebohongan semata-mata hanya untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya 

merasa bahwa dalam kegiatan tersebut mereka tidak memahami tupoksi- 

tupoksi yang disampaikan oleh pemateri, kurang tanggung jawab dari 

masyarakat yang kadang tidak mengerti terhadap tanggung jawabnya 

untuk menjalankan hak dan kewajibannya, kurangnya kesadaran dalam 

berpolitik dan juga yang terakhir kurangnya dana dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut.  

3. Solusi dari DPD partai golkar dalam menghadapi kendala- kendala dalam 

pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Jember 

Kendala yang terjadi dalam setiap kegiatan pendidikan politik yang 

dilaksanakan oleh DPD partai golkar untuk evaluasi kedepannya harus 

mempunyai solusi dalam mengatasinya agar dalam kegiatan yang 

selanjutnya dapat meminimalisir terjadinya berbagai kendala yang ada dan 

kedepannya memiliki solusi yang dapat diterapkan yaitu : 

a. Masyarakat diberi pengarahan oleh DPD partai golkar melalui 

pendekatan sosial dengan menumbuhkan rasa tanggung jawabnya 

sebagai warga negara seperti yang dipaparkan oleh teori dari Hermann 

Giesecke mengenai pendidikan politik dimana visi misi 



100 

  

 

kemasyarakatan  akan menentukan arah yang dituju oleh pendidikan 

politik, yang tugasnya sebagai fokus pembahasan masyarakat untuk 

dapat memberikan pengarahan yang jelas dan rinci kepada 

masyarakat.
95

 

b. Solusi dalam menghadapi masyarakat yang belum paham terkait apa 

yang disampaikan maka partai politik kedepannya harus membuat 

metode-metode yang baru dalam penyampaian materi sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

c. DPD partai golkar harus memiliki aksi sosial untuk dapat memberikan 

ruang bicara dan konsultasi masyarakat terhadap keresahan mereka 

terhadap politik kemudian memberikan tidaktik demokratis untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap 

kegiatan pendidikan politik.  

d. Dalam setiap kegiatan pasti ada saja kendala dalam anggaran dan dana, 

maka dari itu sebaiknya kedepannya pemerintah memberikan dana 

sesuai dengan program kerja yang ada pada partai politik agar 

kedepanya kegiatan pendidikan politik dapat berjalan dengan lancar.  

Seharusnya pemerintah atau lembaga pembuat Undang-undang 

membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait 

sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik. 

Dengan adanya berbagai solusi yang diharapkan, DPD partai 

golkar di Kabupaten Jember dan masyarakatnya agar dapat bekerja sama 
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untuk ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan negara yang demokrasi 

ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPD Partai Golkar di 

Kabupaten Jember sudah mengimplementasikan peranannya dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan politik sesuai dengan ketentuan UU 

Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Dalam hal tersebut Partai 

Golkar telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam 

memberikan hak pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten 

Jember, meskipun dalam pelaksanaan pendidikan politik di lapangan 

masih saja ada berbagai kendala-kendala yang harus dihadapi dalam 

pelaksanaan pendidikan politik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang peran DPD partai 

golkar di Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pendidikan politik 

berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 

dengan hasil temuan yaitu: 

1. Pendidikan politik Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jember 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan  kader partai  sesuai 

dengan teori yang ada dalam partai politik yaitu dengan diadakannya 

berbagai kegiatan seperti adanya konsolidasi organisasi yang didalamnya 

bertujuan untuk menguatkan fungsional dari kepengurusan dan kader 

untuk kedepannya dapat membawa masyarakat kedepannya lebih baik, 

KARAKTERDES untuk membawa masyarakat agar paham dengan hak 

dan kewajibannya serta juga pengembangan bakat minat dari masyarakat, 

Pendidikan kader perempuan bisa ikut berpartisipasi dalam politik karena 

perempuan juga mempunyai jatah 30% keterwakilannya dalam negara dan 

juga majlis Pengajian  rohaniah agar kehidupan tetap sesuai dengan ajaran-

ajaran syariat. 

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD partai golkar Jember 

memiliki tujuan untuk dapat mencerdaskan masyarakat dan juga untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan ataupun kegelisahan masyarakat yang 

kurang paham terhadap pentingnya berpartisipasi dalam politik. Kegiatan 
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pendidikan politik dilakukan sesuai dengan panduan yang sudah 

direncanakan dimulai dari tujuan umum, tujuan khusus, pokok 

pembahasan dan lain sebagainya yang diharapkan masyarakat bisa ikut 

berpartisipasi sesuai norma-norma hukum dan mengajak masyarakat untuk 

saling tolong menolong serta menghargai pendapat orang lain. 

2. Kegiatan dalam pelaksanaan  pendidikan politik tidak dapat dipungkiri 

akan selalu berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi ada saja kendala-

kendala  dalam pelaksanaannya yaitu: 

a. Sebagian masyarakat malas dalam mengikuti kegiatan partai politik 

dan juga malas berpartisipasi dalam partai politik yang mengakibatkan 

akan berdampak pada perpolitikan indonesia yang mana 

masyarakatnya tidak mau ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan 

pendidikan politik. 

b. Masyarakat yang hadir, kemudian mengikuti kegiatan pendidikan 

politik, akan tetapi masyarakat masih tidak mengerti mengenai tujuan  

dari pendidikan politik yang disampaikan oleh narasumber. 

c. Masyarakat masih kurang peduli dengan berbagai problematika yang 

ada di politik sehingga mereka enggan mengikuti program yang 

diadakan oleh partai politik karena mereka menganggap politik hanya 

sebuah organisasi yang memikirkan urusan sendiri dan tidak 

mementingkan masyarakat.  
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d. Anggaran dan biaya, kurangnya dana karena banyaknya program 

kegiatan partai politik yang harus dijalankan sehingga menghambat 

jalannya kegiatan partai politik. 

3. Solusi dari menghadapi kendala tersebut yaitu pendekatan sosial, 

memberikan metode-metode terbaru dalam penyampaian materi seperti 

penyampaian materi kemudian diskusi antara masyarakat dan pengurus, 

memberikan konsultasi permasalahan dan ruang bicara, dan juga 

pemerintah memberikan dana sesuai dengan program kerja.  

B. Saran-saran  

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti di Dewan 

Pemimpin Daerah di Kabupaten Jember berikut saran yang dapat peneliti 

rekomendasikan: 

1. DPD Partai Golkar 

a. Pengurus partai politik kedepannya diharapkan  memberikan contoh 

yang baik seperti dapat bertanggung jawab, jujur dan adil kepada 

masyarakat sebelum mengadakan program pendidikan politik sehingga 

menghapus pikiran buruk dunia perpolitikan yang sebelumnya melekat 

pada masyarakat dan generasi-generasi muda. 

b. Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pengurus sebaiknya 

menggunakan metode pendidikan yang kekinian dengan 

memanfaatkan teknologi digital yang semakin canggih sehingga 

mudah diterima oleh kalangan masyarakat. 
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c. Sebaiknya perkaderan pada DPD partai golkar harus ada pembaharuan 

kepengurusan dalam jangka pendek, untuk memberikan kesempatan 

kepada para generasi muda untuk menjawab tantangan zaman dan 

membawa partai kedepannya lebih baik dan diharapkan kedepannya 

pengurus dapat memberikan pendidikan politik yang maksimal bagi 

kalangan masyarakat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Peneliti memberikan saran agar penelitian ini dapat dilanjutkan untuk 

peneliti selanjutnya dengan menggunakan teori yang berbeda agar 

analisa yang didapat lebih baik dan terus berkembang lebih pesat. 

Selanjutnya dapat meneliti objek partai lain agar dapat mengetahui 

bagaimana partai lain dalam memberikan pelaksanaan pendidikan 

politik bagi masyarakat. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dalam 

bentuk kritik yang lebih baik dari peneliti sebelumnya. 

3. Bagi Masyarakat  

Disarankan kepada masyarakat sadar dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

politik yang dilaksanakan oleh partai politik agar dapat mendapatkan 

informasi terkini tentang perkembangan perpolitikan negara. 
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